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If you can‟t explain it simply, you don‟t understand it well enough. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of understanding tax laws, the 
quality of tax services, tax sanction, and tax amnesty on taxpayer compliance with 
risk preference as moderating variable (case study at KPP Pratama Kota Kudus). 
Population in this research are Individual Taxpayer (WP OP) registered 
in Office Taxation Service (KPP) Pratama Kota Kudus. The collection used 
determined by using convenience sampling and it is obtain 100 individual 
taxpayers. Questionnaire distribution was done by conveniennce sampling 
method. The questionnaires are distributed 110, but that can be processed only 
100 with a response rate of 90.9%. Data analysis techniques in this research used 
Moderated Regression Analysis (MRA) processed by SPSS 20. 
The results showes that risk preferences can moderate the influence of tax 
amnesty on taxpayer compliance. But risk preference can‟t moderate the influence 
between the understanding of tax laws, the quality of fiscal services, and tax 
sanctions. 
 
Keywords:  Taxpayer Compliance, Understanding of Tax Regulation, Quality of 
Fiscal Services, Tax Sanctions, Tax Amnesty, Risk Preference 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan 
perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajaka, dan tax amnesty terhadap 
kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi 
kasus pada KPP Pratama Kota Kudus). 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi ( WP OP) 
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Kota Kudus. 
Sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak orang pribadi. Pembagian kuesioner 
dilakukan dengan metode conveniennce sampling. Kuesioner yang di 
distrubisikan 110, namun yang dapat diolah hanya 100 dengan respon rate sebesar 
90,9%. Teknik analisis data dalam penellitian ini menggunakan uji asumsi klasik, 
dan Moderated Regression Analysis (MRA)  melalui SPSS 20. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi 
pengaruh antara tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun preferensi 
risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, 
kualiatas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan.  
 
Kata Kunci:  Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, 
Kualitas      Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan,  Tax Amnesty, 
Preferensi Risiko 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pajak adalah sumber pendapatan negara yang penting, pajak digunakan 
untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Bahkan pendapatan 
yang berasal dari pajak dijadikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan di 
masa yang akan datang bagi pemerintahan. Dalam dunia perpajakan masyarakat 
memiliki peran penting untuk meningkatkan program pemerintah, artinya 
masyarakat yang disebut sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk 
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak dituntut agar  
berperan aktif yaitu mulai dengan melaporkan hingga menyerahkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan (Hadiprajitno dan Rusli, 2014). 
Nordiyansyah (2015) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sigit Priadi 
Pramudito menyatakan bahwa penerimaan pajak masih rendah yang dikarenakan 
oleh sedikitnya wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya. Padahal sudah 
terdapat kebijakan penghapusan sanksi administrasi kekurangan pajak 
(Reinventing Policy). Berikut adalah daftar penerimaan pajak pada bulan 2015 dan 
target pajak pada APBN tahun 2016 
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Tabel.1.1 
Penerimaan Pajak 2015 dan Target APBN 2016 
 
(www.pajak.go.id) 
Menurut menteri keuangan Bambang Brodjonegoro penerimaan pajak 
Januari - Maret 2015 hanya Rp 170 triliun (13%), sedangkan yang ditarjetkan oleh 
DJP adalah sebesar Rp 1.296 triliun sehingga sampai dengan bulan maret 2015 
penerimaan pajak masih jauh dari target. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Kementerian Keuangan (Kemenku) menyatakan bahwa penerimaan pajak pada 
bulan November tahun 2016 tercatat sebesar Rp 93,8 triliun, dan setelah 
diakumulasi dari bulan Januari 2016 - November 2016 realisasi penerimaan pajak 
mencapai Rp 965 triliun (Nordiansyah, 2015). 
Terdapat beberapa hal yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti halnya wajib pajak merasa 
bahwa setoran pajak  yang mereka bayarkan hanya akan dikorupsi, sehingga hal 
tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Shanti, 2016). Menurut 
Aryobimo (2012) variabel preferensi risiko dikatakan berpengaruh positif 
terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak yang mengenai kualitas pelayanan 
fiskus dengan kepatuhan Wajib pajak. 
Ardyanto (2014) juga meneliti tentang hal yang sama dan hasilnya 
menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko berpengaruh secara signifikan dan 
negatif terhadap hubungan variabel pelayanan aparat pajak dengan variabel 
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kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Blora. Pemahaman mengenai membayar 
pajak saat ini sudah mulai dikembangkan dengan cara sosialisasi kepada seluruh 
lapisan masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas. 
Ketika wajib pajak kurang memahami mengenai peraturan perpajakan, maka 
dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tersebut dikatakan tidak taat terhadap 
kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya (Adiasa, 2013)  
Muslim (2007) menyatakan bahwa apabila semakin tinggi tingkat 
pemahama wajib pajak, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk 
melanggar peraturan tentang kewajiban membayar pajak, sehingga hal tersebut 
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila masyarakat sudah mulai 
memahami perpajakan maka aparat yang berperan dalam mengelola perpajakan 
itu juga harus lebih memahami bagaimana aturan perpajakan tersebut. Semakin 
tinggi pengetahuan aparat pajak mengenai peraturan perpajakan, akan 
berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan (Pranadata, 2014).  
Pelayanan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh 
terhadap kewajibannya membayar pajak. Sehingga dalam hal ini aparat fiskus 
juga harus memberikan service yang baik kepada wajib pajak. Aparatur pajak 
memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 
masyarakat. Apabila pelayanan dari aparatur pajak sangat baik maka masyarakat 
akan semakin berantusias untuk memenuhi peraturan pajak. Hal ini juga dikuatkan 
dengan adanya penjelasan dari Albari (2009) yang menyebutkan bahwa adanya 
kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
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Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan 
fiskus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan 
menempatkan wajib pajak seperti pelanggan dalam konteks organisasi bisnis. 
Dengan peraturan pajak yang diterapkan saat ini akan menuntut masyarakat untuk 
berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Oleh sebab itu 
dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dan kesadaran untuk 
membayar pajak setiap tahunnya. Kepatuhan membayar pajak bukanlah hal yang 
mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak (Widayati & Nurlis, 2010). 
Masyarakat dapat „meloloskan diri‟ dari kewajibannya untuk membayar 
pajak dan juga melakukan tindakan melawan pajak meskipun mereka sudah 
mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Syahril, 2013). Dalam 
menyikapi hal ini maka Direktoral Jendral Pajak (DJP) memberikan beberapa 
sanksi bagi wajib pajak yang menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sanksi 
yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yaitu, sanksi administrasi, sanksi pidana, atau 
keduanya. (Kusuma, 2016).  
Kusuma, (2016) sampai dengan tahun 2017 ini, sanksi yang ditetapkan 
berupa bunga sebesar 2% perbulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat 
Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta 
Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 
100%. Untuk sanksi pidana, berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana 
penjara.  Walaupun telah ada sanksi yang jelas, masih banyak wajib pajak yang 
5 
 
enggan untuk membayar pajak, bahkan berupaya menghindar dari kewajiban 
membayar pajak.  
Pemerintah menciptakan upaya lain yang lebih cenderung mengajak wajib 
pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan menerbitkan 
instrument penghapusan sanksi pajak, yaitu reinventing policy pada tahun 2015. 
Hal ini diatur dalam Pasal 37A UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Berdasarkan kebijakan dari 
pemerintah maka reinventing policy hanya berlaku sampai tahun 2016. Tidak 
hanya berhenti pada reinventing policy, pada tahun 2016 pemerintah kemudian 
menerbitkan instrument baru. 
Intrument tersebut yaitu tax amnesty yang dimuat dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pemberian 
tax amnesty ini merupakan upaya pemerintah untuk menarik dana masyarakat 
yang selama ini membayar pajak di negara lain. “Tax amnesty diberikan  kepada  
mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar,” kata Wakil Menteri 
Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di  
jakarta, Kamis (18/12).  
Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan tax amnesty ini adalah untuk 
meningkatkan penerimaan negara dengan mendorong wajib pajak untuk 
menyampaikan SPT, menyetorkan kekurangan pembayaran yang tercantum dalam 
SPT, kemudian melakukan pembetulan pada SPT (Leba, 2016). Selain itu tax 
amnesty merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak 
untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Ragimun, 2016). Huslin dan 
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Ngadiman (2015) menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus 
mempertimbangkan risiko-risiko apa yang akan dihadapinya. Beberapa risiko 
yang menjadi pertimbangan adalah risiko kesehatan, risiko sosial, risiko 
keuangan, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. Preferensi risiko yaitu salah 
satu karakteristik individu dimana dimana akan mempengaruhi perilakunya 
(Sitkin dan Pablo, 1992). Dalam mengahadapi sebuah risiko, wajib pajak akan 
mempertimbangkan tindakannya, terutama dalam hal kepatuhan membayar pajak 
yang dapat berdampak secara langsung pada risiko keuangannya (Torgler, 2007).  
Aryobimo (2012) Keputusan wajib pajak individu dapat  dipengaruhi  oleh 
sikap mereka terhadap risiko. Wajib pajak dapat memilih apakah memutuskan 
untuk menghadapi atau menghindari risiko tersebut. Preferensi risiko digunakan 
untuk mempertimbangkan sebuah keputusan, sehingga dalam penelitian ini tidak 
semua variabel diperkuat atau diperlemah oleh preferensi risiko ini. Untuk 
pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan, preferensi risiko ini 
tidak memperkuat sikap wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban membayar 
pajak.  
Aryobimo (2012) preferensi risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh  
negatif dan tidak signifikan terhadap  hubungan  antara  persepsi  tentang  kualitas  
pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adiasa (2013) meneliti 
tentang pengaruh pemahaman  peraturan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak 
dengan moderating preferensi risiko. Berdasarkan preferensi risiko yang ada, 
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kepatuhan membayar pajak bukanlah suatu hal asing dikalangan masyarakat, 
keputusan untuk mematuhi atau melanggar kewajiban tersebut berada ditangan 
wajib pajak itu sendiri.  
Pemahaman mengenai peraturan perpajakan sudah cukup diketahui oleh 
sebagian besar masyarakat, begitu juga dengan pelayanan yang diberikan oleh 
pegawai pajak sudah dapat dirasakan. Akan tetapi jika wajib pajak memutuskan 
untuk tidak membayar pajak maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan 
yang telah dilakukan. Syamsudin & Marta (2014) ketika mendapat sanksi wajib 
pajak diberikan kemudahan dengan diterbitkannya tax amnesty.  
Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 
di KPP Pratama Kota kudus. Total wajib pajak terdaftar di Kabupaten Kudus 
hingga sekarang mencapai 73.186 wajib pajak. Dari jumlah wajib pajak tersebut, 
terdapat 9.883 wajib pajak yang tidak efektif wajib pajak karena meninggal dunia, 
pindah alamat, dan tidak ditemukan keberadaannya (Sihombing, 2016). Kota 
Kudus yang merupakan daerah industri dan perdagangan, hal ini mampu 
menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap  
PDRB  (http://www.kuduskab.go.id).  
Tingkat kepatuhan wajib pajak Kota Kudus dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya masih tergolong rendah. Berdasarkan jumlah wajib pajak yang 
aktif dalam membayar pajak sebesar 35.785, dapat dikatakan hanya  49% wajib 
pajak yang mematuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat  
kepatuhan WPOP di Kota Kudus masih rendah. Selain itu hanya 1.234 wajib 
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pajak dari kalangan pengusaha di Kota Kudus yang memanfaatkan kebijakan tax 
amnesty. 
 Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberi judul penelitian ini 
”Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, 
dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Preferensi Risiko 
sebagai Variabel Moderasi  (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di 
Kota Kudus).” 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Penerimaan pajak masih rendah yang dikarenakan oleh sedikitnya wajib pajak 
yang melaksanakan kewajibannya. 
2. Tingkat  kepatuhan wajib pajak  di Indonesia yang masih rendah salah 
satunya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di Kota Kudus. 
3. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai  perpajakan  masih 
cukup rendah. 
4. Hanya beberapa wajib pajak yang memanfaatkan Tax Amnesty, dan belum 
diketahui apa yang menyebabkan wajib pajak pasif. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya 
ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada 6 variabel yaitu 
pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanski perpajakan,  Tax 
Amnesty, kepatuhan wajib pajak, dan preferensi reisiko. Penelitian menggunakan 
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metode kuesioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kabupaten Kudus tahun 2016. 
Kepatuhan wajib pajak dipilih karena dapat meningkatkan program pemerintah 
dan juga pendapatan negara memalui pemasukan pembayaran pajak. 
 
 
 
 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat 
dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak KPP kota Kudus tahun 2016  ? 
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak KPP kota Kudus tahun 2016  ? 
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP 
kota Kudus tahun 2016  ? 
4. Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP kota 
Kudus tahun 2016 ? 
5. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP kota Kudus tahun 2016  ? 
6. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus 
terhadap kepatuhan wajib pajak KPP kota Kudus tahun 2016  ? 
7. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak KPP kota Kudus tahun 2016  ? 
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8. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh tax amnesty terhadap 
kepatuhan wajib pajak KPP kota Kudus tahun 2016  ? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Agar penelitian ini jelas,  maka tujuan yang dicapai adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak KPP kota Kudus tahun 2016. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 
wajib pajak KPP kota Kudus tahun 2016. 
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak KPP kota Kudus tahun 2016. 
4. Untuk mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak 
KPP kota Kudus tahun 2016. 
5. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko dalam memoderasi pemahaman 
peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP kota Kudus tahun 2016. 
6. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko dalam memoderasi kulaitas 
pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak KPP kota Kudus tahun 
2016. 
7. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko dalam memoderasi sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak KPP kota Kudus tahun 2016. 
8. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko dalam memoderasi tax amnesty 
peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP kota Kudus tahun 2016. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
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Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Civitas Akademika 
a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek 
perpajakan. 
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan 
untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya terkait 
pada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan 
fiskus, sanksi perpajakan, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib 
pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan dapat memberikan informasi,  referensi, dan masukan 
dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan 
terutama dalam kaitannya dengan pemahaman peraturan pajak, kualitas 
pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan sehingga penerimaan pajak PPh 
Orang Pribadi akan efektif dan efisien memenuhi target penerimaan 
Negara. 
3. Manfaat Bagi Peneliti 
a. Diharapakan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya 
perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa 
perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang 
didapat. 
b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khusunya dalam 
hal pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi 
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perpajakan dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan 
kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.   
4. Manfaat Bagi Akuntansi Syariah 
Sebagai perbandingan mengenai perpajakan   dengan zakat yang 
dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran dan dunia pendidikan 
khususnya untuk jurusan akuntansi syariah di perguruan tinggi. 
 
 
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalaah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian,  jadwal penelitian, dan sistematika skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus 
penelitian dan hasil penelitian relevan. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang desain penelitian, subyek penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknis analisis data serta reabilitas data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang gambaran umum dan hasil penelitian yang 
disertai dengan pembahasan hasil. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN   
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1. Pajak Dalam Persepsi Syariah 
Wasitho (2014) Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama 
Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah ; “Pungutan 
yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” Pajak dipungut penguasa 
berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang 
dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Terdapat beberapa istilah 
lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah diantaranya adalah : 
1. al-Jizyah yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada 
pemerintahan Islam. 
2. al-Kharaj yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam. 
3. al-„Usyur yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke 
negara Islam. 
Berdasarkan istiilah (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-„Usyur), bahwa pajak 
sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam 
sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan 
kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi‟in hingga sekarang 
berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Salah satu pendapat menyatakan 
bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena 
kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat.  
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Di antara dalil-dalil syar‟i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana 
berikut: 
Firman Allah Ta‟ala: 
 
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil….”. (QS. An-Nisa‟: 29). 
Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 
sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan 
yang batil untuk memakan harta sesamanya. 
 
2.1.2. Kepatuhan Wajib pajak 
1. Pengertian Kepatuhan Wajib pajak 
Tertuang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kepatuhan adalah 
tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan. Pratama (2011) berpendapat 
bahwa disebut sebagai wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria 
tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran 
pajak. 
2. Kriteria Wajib pajak Yang Patuh 
Terdapat beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh DJP yang 
didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003, yang 
berisikan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila : 
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a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
b. Dalam tahun terkahir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak 
lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 
berturut-berturut. 
c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telat 
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak 
berikutnya. 
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak: 
1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak. 
2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang 
diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. 
3) Tidak pernah dijatui hukuman karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 
4) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik  atau 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan 
pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengcualian 
tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit 
tersebut harus: 
a. Disusun dalam bentuk panjang (long form reprt) 
b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal 
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3. Faktor Yang Mempengaruhi Wajib pajak Orang Pribadi 
Devano (2010) sebagaimana dikutip dalam penelitian Safri (2013) 
menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi,antara 
lain : 
a. Pemahaman Terhadap  Sistem  Self  Assesment  Dan  Ketepatan 
Membayar Pajak yaitu sistem  pemungutan  pajak  yang  besarnya 
pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Menurut Harahap (2004) 
dalam Supadmi (2010) bahwa self assessment membawa  misi  dan  
konsekuensi  perubahan  sikap (kesadaran)  warga  masyarakat  untuk  
membayar  pajak  secara sukarela  (voluntary compliance). Untuk 
meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib pajak, diperlukan 
adanya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan perpaturan 
perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta 
pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib pajak. 
b. Kualitas Pelayanan yaitu Safri (2013) menyatakan bahwa sebuah 
pelayanan  dikatkan berkualitas apabila memenuhi kriteria 4K, yaitu 
keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas 
pelayanan juga dapat diukur dengan kemampuan memberikan 
pelayanan yang memuaskan dan juga dapat  memberikan pelayanan 
dan tanggapan,  kemampuan,  kesopanan  dan  sikap dapat dipercaya 
yang dimiliki oleh aparat pajak. 
c. Tingkat Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak karena ketika tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi 
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maka akan lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Begitupun sebaliknya, 
jika tingkat pendidikan rendah maka pemahaman wajib pajak 
mengenai peraturan juga akan rendah, sehingga mengakibatkan 
turunnya kepatuhan dalam membayar pajak.  
d. Presepsi Wajib pajak Terhadap Sanksi Perpajakan yaitu ditetapkannya 
sanksi pajak dalam perundang-undangan yang berupa sanksi 
administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana merupakan upaya 
untuk menyadarkan wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar 
pajak. Sanksi pajak dapat memdorong wajib pajak agar taat terhadap 
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Cara berfikir dan 
persepsi wajib pajak agar timbul ketika adanya sanksi yang akan 
memberatkan wajib pajak jika mereka tidak patuh membayar pajak 
sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. 
4. Indikator Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa 
indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:  
a. Aspek Ketepatan Waktu 
Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang 
disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 
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b. Aspek Income Atau Pendapatan Wajib Pajak  
Sebagai indikator kepatuhan adalah adalah kesediaan membayar 
kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
c. Aspek Law Enforcement (Pengenaan Sanksi) 
Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) 
sebelum jatuh tempo. 
d. Aspek Lainnya 
Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari 
aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban 
pembukuan. 
 
2.1.3. Pemahaman Peraturan Perpajakan 
1. Pengertian Peraturan Perpajakan 
Yulianti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengetahuan dan 
pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana  wajib  pajak  
mengetahui  tentang  perpajakan  dan  mengaplikasikan pengetahuan  itu  untuk  
membayar  pajak. Dimas Ramadiansyah (2014) dalam penelitiannya menjelaskan  
definisi  pemahaman  adalah  kemampuan  untuk menangkap makna dan arti dari 
bahan yang dipelajari. 
Pemahaman  peraturan  perpajakan  adalah  suatu  proses  dimana  wajib 
pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang 
perpajakan begitupula dengan tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk 
melakukan kegiatan perpajakan seperti dalam hal,  membayar  pajak,  melaporkan  
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SPT,  dan  sebagainya.  Jika  seseorang telah  memahami  dan  mengerti  tentang  
perpajakan  maka  akan  terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. 
2. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan 
Widayati  dan  Nurlis  (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 
terdapat  beberapa  indikator  wajib  pajak  memahami  peraturan perpajakan, 
antara lain : 
a. Kewajiban Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki 
penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 
sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.  
b. Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Hak dan Kewajiban sebagai  
Wajib Pajak, apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya  
sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya,  salah  satunya  
adalah  membayar pajak. 
c. Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai  Sanksi  Perpajakan, semakin 
tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka 
semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap  sanksi  yang  akan  
diterima  bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.  
d. Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai PTKP, PKP, dan Tarif Pajak.  
e. Wajib Pajak Mengetahui dan Memahami Peraturan Perpajakan 
Melalui Sosialisasi yang dilakukan Oleh KPP, Indonesia menganut 
sistem self assessment dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib 
pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, 
membayar dan melaporkan pajaknya (pajak.go.id). Tujuan utama 
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melalui adanya sistem self  assessment adalah kepatuhan sukarela dari 
wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya. 
 
2.1.4. Kualitas Pelayanan Fiskus 
1. Pengertian Kualitas Pelayanan Fiskus 
Pandiangan (2005:3) menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu proses 
tindakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang melalui aktivitas  yang  dilakukan  
orang lain secara langsung. Sedang menurut Alam (2003:5) bahwa fiskus atau  
aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak 
mengenai perpajakan.  
Tugas fiskus saat ini tidak lagi melakukan penetapkan semua jumlah pajak 
terhutang yang harus dibayar, melainkan melakukan tugas pembinaan,  pelayanan, 
pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Boediono (2003) sebagaimana 
dikutip dalam penelitian Kusuma (2014) berpendapat bahwa pelayanan adalah 
suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang 
memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan 
keberhasilan. 
Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang  
seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman 
mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam 
UU Perpajakan adalah:  
a. Kewajiban untuk membina wajib pajak  
b. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar  
c. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak  
22 
 
d. Kewajiban melaksanakan Putusan  
Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU 
Perpajakan, antara lain: 
a. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan  
b. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak  
c. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan  
d. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan  
e. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi  
f. Hak melakukan penyidikan  
g. Hak melakukan pencegahan 
h. Hak melakukan penyanderaan  
2. Indikator Kualitas Pelayanan Fiskus 
Parasuraman (1988) dalam penelitian Kusuma (2016) yang menyatakan 
terdapat 5 (lima) dimensi kualitas jasa yaitu: 
a. Keandalan (Reliability) 
Keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang 
dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan pelanggan 
yang tercermin dari ketepatan waktu, layanan yang sama untuk semua 
orang dan tanpa kesalahan. 
b. Ketanggapan (Responsiveness) 
Daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan  
pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna. Dimensi ini 
menekankan pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi 
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permintaan, pertanyaan, complain dan masalah dari pengguna layanan.  
Daya tanggap dikomunikasikan pada konsumen melalui waktu tunggu  
untuk dilayani, jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan atau  
perhatian mereka terhadap masalah-masalah yang ada, juga meliputi  
fleksibilitas dan kemampuan untuk melayani kebutuhan pelanggan. 
c.  Jaminan (Assurance) 
 Jaminan adalah pengetahuan karyawan  dan kesopanan/ keramahannya,  
kemampuan perusahaan serta karyawannya untuk menumbuhkan rasa 
percaya pelanggan kepada perusahaan, yang mencakup pengetahuan, 
kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, 
bebas dari bahaya risiko atau keragu-raguan. 
d. Empati (Emphaty) 
    Empati merupakan perhatian tulus, caring (kepedulian), yang diberikan  
kepada pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan  
pelanggan. Pelanggan ingin perusahaan memahami mereka dan sangat 
penting bagi perusahaan mereka. 
e. Bukti Langsung (Tangible) 
    Bukti langsung adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, 
dan alat komunikasi. Semua peralatan tersebut mewakili pelayanan secara 
fisik atau memberikan image pelayanan yang akan digunakan oleh 
penguna untuk mengevaluasi kualitas. 
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2.1.5. Sanksi Perpajakan 
1. Pengertian Sanksi Perpajakan 
Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa  
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat  
pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
Mardiasmo (1997:42) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 
alat pencegah (preventif) agar wajib  pajak tidak melanggar norma perpajakan.  
Berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan sanksi pajak 
apabila wajib pajak tidak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat 
waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu 
perpanjangan surat pemebritahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai 
dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal  ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum 
Perpajakan No.28 Tahun 2007 yang   antara lain: 
1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah 
akhir Masa pajak. 
2. Untuk SPT Tahunan PPh wajib orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan 
setelah akhir tahun pajak. 
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 
4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. 
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2. Macam-Macam Sanksi Perpajakan 
Tjahjono, (2000: 109) Terdapat dua macam sanksi pajak, yang dimuat 
dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu sanksi  administrasi  dan sanksi pidana. 
Dalam pelaksanaannya, seorang wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi, 
sanksi pidana, atau keduanya. Berikut sanksi dalam perpajakan : 
a. Sanksi Administrasi 
Sanksi  administrasi  dikenakan  terhadap  wajib  pajak  yang tidak  
memenuhi  ketentuan peraturan perpajakan atau  melakukan pelanggaran  
terhadap  aturan  perpajakan  yang  berlaku. Sanksi administrasi  berupa  
pembayaran  kerugian  kepada  Negara,  dapat berupa bunga, denda, atau 
kenaikan. 
b. Sanksi Pidana 
Menurut  ketentuan dalam  Undang-Undang  Perpajakan  ada  3 
macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara 
(Mardiasmo, 1997:43): 
1) Denda Pidana  
Sanksi  berupa  denda  pidana  selain  dikenakan  kepada  
wajib pajak  ada  juga  yang  diancamkan  kepada  pejabat  atau  
kepada ihak ketiga  yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan 
kepada tindak pidana  yang bersifat pelanggaran  maupun  yang 
bersifat kejahatan. 
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2) Pidana Kurungan 
Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak  pidana yang 
bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak  
ketiga.  Karena  pidana  kurungan  yang  diancamkan kepada si 
pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yangdiancamkan  
dengan  denda  pidana,  maka  masalahnya  hanya ketentuan  
mengenai  denda  pidana  sekian  itu  diganti  dengan pidana kurungan 
selama-lamanya sekian. 
c. Pidana Penjara 
Pidana penjara merupakan hukuman perampasan 
kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap  kejahatan. 
Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak 
ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak. 
3. Indikator Sanksi Perpajakan 
Adam Smith, Soemitro, (2010) menyatakan bahwa  Indikator  Sanksi  
Perpajakan antara lain:  
a. Sanksi  Yang  Diberikan Kepada  Wajib  Pajak  Harus  Jelas  Dan  
Tegas. 
Artinya bahwa sanksi yang tegas dapat  digunakan  sebagai  alat 
pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  aturan-aturan perpajakan  
atau  Undang-Undang  yang  telah  ditetapkan  sehingga tercipta  
kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban pajaknya. 
b. Sanksi Perpajakan Tidak Mengenal Kompromi (Not  Arbitrary)  
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Pengenaan  sanksi  pajak  yang  cukup  berat  merupakan  salah  satu 
sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang 
dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan  
kewajibannya  sebagai  wajib  pajak  sehingga  tidak  lagi melakukan 
kesalahan atau pelanggaran yang sama. Dan tanpa ada toleransi dalam 
bentuk apapun. 
c.    Tidak Ada Toleransi 
Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada  pelanggarnya tanpa 
toleransi adalah untuk menghukum  wajib  pajak  yang  dikenai sanksi 
tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga  
mereka  akan  menjadi  jera  dan  tidak  lagi  melakukan kesalahan atau 
pelanggaran yang sama. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan  
hendaknya  sanksi  yang  diberikan langsung memberikan efek jera. 
 
2.1.6. Tax Amnesty 
1. Pengertian Tax Amnesty 
Pengampunan pajak atau Tax Amnesty (TA) didefinisian dalamUU TA 
sebagai “penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 
adminitrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara 
mengungkap harta dan membayar uang tebussan, sebagaimana diatur dalam UU 
TA” (pasal 1 Undang-Undang Tax Amnesty). 
Ragimun (2016) menyatakan bahwa Tax amnesty adalah suatu kesempatan 
waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar 
sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak 
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(termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau 
periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. 
2. Jenis-Jenis Tax Amnesty 
Sawyer (2006) menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (Tax 
Amnesty), yaitu :  
a. Filling Amnesty 
Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi 
wajib pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (non-filers), 
pengamunan diberikan jika mereka mau mulai mengisi SPT. 
b. Record-keeping Amnesty 
Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara 
dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika wajib 
pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.  
c. Revision Amnesty 
Merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu 
tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan 
ini memungkinkan wajib pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang 
terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) 
dan membayar pajak yang tidak (missing) atau belum dibayar 
(outstanding). Wajib pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap 
tindakan pemeriksaan dan penyidikan. 
 
 
29 
 
d. Investigation Amnesty 
Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber 
penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat 
sejumlah uang pengampunan (amnesty fee) yang harus dibayar. 
Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya 
tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan 
yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan 
yang erat dengan tindak pencucian (laundering amnesty).  
e. Prosecution Amnesty 
Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi 
wajib pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan 
membayarkan sejumlah kompensasi. 
3. Indikator Tax Amnesty 
Menurut Rahayu (2017) bahwa terdapat beberapa indikator dalam tax 
amnesty antara lain; 
1. Pengetahuan wajib pajak terhadap program tax amnesty 
2. Pemahaman wajib pajak terhadap program tax amnesty 
3. Kesadaran wajib pajak terhadap program tax amnesty 
4. Manfaat program tax amnesty untuk wajib pajak 
 
2.1.7. Preferensi Risiko 
1. Pengertian Preferensi Resiko 
Sitkin & Pablo (1992) dalam Aryobimo (2012) menyatakan bahwa 
preferensi  risiko  merupakan  salah  satu  karakteristik  seseorang  dimana  akan 
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mempengaruhi perilakunya. Torgler  (2007) menyampaikan  bahwa  keputusan  
wajib  pajak  individu  dapat dipengaruhi  oleh  sikap  mereka  terhadap  risiko. 
Preferensi  risiko  seseorang  merupakan  salah  satu  komponen  dari  
beberapa teori  yang  berhubungan  dengan  pengambilan  keputusan  termasuk  
kepatuhan pajak. Dasar teoritis yang tepat untuk  memoderasi  preferensi  risiko  
dalam  hubungan  antara  kepatuhan  pajak dengan  kualitas  pelayanan  fiskus  
terdapat  dalam  teori  prospek.  
Teori  ini menerangkan  bahwa  ketika  wajib  pajak  mempunyai  tingkat  
risiko  yang  tinggi maka akan dapat  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh 
karena  itu, ketika kepatuhan  pajak  memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan  
preferensi  risiko  maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib 
pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat 
kepatuhan wajib pajak. 
Dasar teoritis yang  tepat  untuk  memoderasi  preferensi  risiko  dalam  
hubungan  antara kepatuhan  pajak  dengan  pemahaman  tentang  peraturan  pajak  
terdapat  dalam teori  prospek.  Teori  ini  menerangkan  bahwa  ketika  wajib  
pajak  mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Oleh  karena  itu,  ketika  kepatuhan  pajak  memiliki  
hubungan  yang  kuat  dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib 
pajak akan rendah artinya wajib pajak  yang  memiliki berbagai risiko yang tinggi 
akan dapat menurunkan  tingkat kepatuhan wajib pajak. 
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2. Indikator Preferensi Risiko 
Menurut Ardyanto (2014)  indikator preferensi risiko adalah sebagai 
berikut :   
a. Risiko Keuangan  
Risiko  Keuangan  dikaitkan  pada  kondisi  keuangan  seseorang. 
Seseorang yang  memiliki  investasi  tidak  dapat  terhindar  dari  risiko,  
seperti  tidak mendapat  dividen  dan  mengalami  kerugian  atau  Capital  
loss. Adapun  juga seseorang  yang  berwirausaha  tidak  dapat  terhindar  
dari  risiko keuangan. Intinya seseorang yang mengalami kebangkrutan 
termasuk dalam risiko keuangan. Hal tersebut akan mempengaruhi 
seseorang sebagai wajib pajak dalam melaporkan pajak.   
b. Risiko Sosial Ekonomi 
Risiko sosial menyangkut keadaan lingkungan pada  masyarakat. Hal 
ini juga menyangkut tentang kenaikan harga konsumsi rumah tangga yang 
tinggi. Pada penelitian ini risiko sosial lebih  menekankan pada hubungan 
antara wajib pajak dengan  petugas pajak. Hubungan tersebut akan 
mempengaruhi kepatuhan dalam perpajakan. Selain itu terdapat risiko 
sosial yang terjadi jika terjadi perubahan kebijakan perpajakan oleh 
pemerintah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
c. Risiko Pekerjaan/Karir 
Pekerjaan berperan besar terhadap kehidupan seseorang dan tentunya 
berperan bagi seorang wajib pajak. Perbedaan  jenis maupun jabatan 
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pekerjaan seseorang dapat memberikan  perbedaan kepatuhan wajib pajak. 
Orang yang memiliki  pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki kepatuhan 
wajib  pajak yang rendah. Adapun juga orang yang terkena PHK tidak 
menyadari bahwa orang tersebut masih memiliki tanggungan pajak. 
d. Risiko Keselamatan Kerja 
Risiko keselamatan pada penelitian ini terkait dengan risiko pekerjaan  
atau akibat dari pekerjaannya.  Didalam melakukan pekerjaan seseorang 
memiliki risiko kecelakaan yang berhubungan dengan keselamatan 
jiwanya. Berhubungan dengan perpajakan maka seseorang yang memiliki 
jabatan tinggi akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya karena 
takut akan sanksi apabila dia melanggarnya. Sanksi tersebut juga dapat 
menghilangkan jabatan seseorang yang nantinya akan berpengaruh 
terhadap kesehatan mental.  
 
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 
2.2.1. Penelitian dari Kusuma (2016) 
Kesimpulan penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas  pelayanan pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 
kemudian pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan untuk sanksi 
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib  orang  
pribadi. 
Persamaan dari penelitian relevan dengan penelitian ini adalah tujuan 
untuk mengetahui pengaruh dari Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman 
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Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Orang  Pribadi  dalam  Membayar  Pajak  Tahun 2016. Adapun perbedaannya 
yaitu pada penelitian Kusuma (2016) variabel bebasnya  tidak ada tax amnesty, 
dan tanpa variabel preferensi risiko yang digunakan sebagai variabel moderasi. 
  
2.2.2. Penelitian dari Adiasa (2013) 
Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman  peraturan 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian preferensi 
risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko 
tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan 
dengan kepatuhan wajib pajak. 
 
2.2.3. Penelitian dari Kartika dan Suntono (2015) 
Kesimpulannya bahwa pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat 
pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM.  Preferensi risiko sebagai  variabel moderasi tidak dapat memoderasi 
pengaruh pemahaman peraturan  pajak terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dan  
pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
2.2.4. Penelitian dari Bagiada dan Darmayasa (2016) 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hasil dekonstruksi kebijakan  tax 
amnesty  mampu mencerahkan  hati  seluruh wajib pajak demi mewujudkan 
kepatuhan sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik 
jasmani maupun rohani. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, 
dalam penelitian ini memiliki keterbaruan pada variabel bebasnya yaitu 
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ditambahkan adanya variabel tax amnesty. Selain itu tempat penelitian dilakukan 
ditempat yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya yaitu  di KPP Pratama 
Kota Kudus. 
 
2.2.5. Penelitian dari Suyanto, dkk (2016) 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa tax amnesty berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang 
terdahulu, dalam penelitian ini memiliki keterbaruan pada variabel moderasinya, 
yaitu terdapat preferensi risiko sebagai variabel yang dapat memperkuat atau 
memperlemah pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
2.3. Kerangka Berfikir 
Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh 
pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 
dan tax amnesty sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak 
sebagai variabel dependen dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. 
Adiasa (2013) pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi 
perpajakan, dan tax amnesty diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak.   
Hal tersebut disebabkan karena pemahaman peraturan perpajakan, kualitas 
pelayanan fiskus, sanksi perpajakan,dan tax amnesty  sangat berperan bagi 
kepatuhan wajib pajak. Kerangka berpikir ini dapat dilihat pada gambar 2.1 
berikut ini : 
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Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
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2.4. Hipotesis  
2.4.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Wajib pajak 
Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman terhadap sistem  pemungutan  
pajak  yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan peraturan perpajakan 
yang berlaku (Pranadata, 2014). Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah 
sistem self assessment. Wajib pajak cenderung akan lebih mematuhi peraturan 
perpajakannya apabila memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan 
perpajakan. 
Julianti (2014) membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Adiasa (2013) 
menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman 
wajib pajak terhadap  peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan  
wajib  pajak  untuk  melanggar  peraturan tersebut  sehingga  meningkatkan  
tingkat  kepatuhan wajib pajak (Syahril, 2013). 
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dirumuskan  hipotesis  pertama  dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak 
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2.4.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Devano dan  Rahayu (2006) menyebutkan bahwa kualitas  pelayanan 
fiskus adalah  seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor 
pelayanan pajak untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundangan. Selain itu pelayanan fiskus 
yang baik mampu menambah kepuasan wajib  pajak. Adanya pelayanan fiskus 
yang baik juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
 Dengan terciptanya kondisi pelayanan yang lebih baik,  lebih  cepat, dan 
lebih menyenangkan bagi wajib pajak, maka akan menimbulkan  dampak positif 
yaitu kerelaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar 
pajak (Kusuma, 2016). Ardyanto (2014)  dalam Kartika dan Suntono (2015) 
menyatakan bahwa pelayanan aparat  pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  
wajib  pajak berpengaruh  secara  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dirumuskan  hipotesis  pertama  dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H2 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak 
 
2.4.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak 
Mardiasmo (1997: 42) sanksi perpajakan merupakan jaminan  bahwa 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
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dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 
pencegah (preventif) agar wajib  pajak tidak melanggar norma perpajakan.  
Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib 
pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh  terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak (Ardyanto, 2014). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban 
perpajakannya karena sanksi perpajakan cenderung memberikan banyak kerugian 
kepada mereka (Nugroho, 2006), hal tersebut berarti bahwa sanksi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dirumuskan  hipotesis  pertama  dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
2.4.4. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib pajak  
Pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) adalah  sebuah 
kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar 
pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar 
pajak yang berkaitan dengan masa pajak  sebelumnya tanpa takut  penuntutan  
pidana (Kesuma, 2016;12). Indonesia mempertimbangkan untuk  menerapkan tax  
amnesty dalam perundang-undangan perpajakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  
wajib  pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015).  
Kebijakan tax amnesty dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar 
negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi 
yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional 
(Ragimun, 2016). Hal tersebut berarti wajib pajak yang membayarkan pajaknya 
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diluar negeri akan beralih membayarkan pajak didalam negaeri, akibatnya tingkat 
kepatuhan mereka akan menjadi lebih baik.  
Pengampunan pajak atau tax amnesty adalah merupakan hak dari wajib 
pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan masa lalu yang  tidak benar ( baik 
yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak) tanpa ada konsekuensi sanksi 
administrasi dan sanksi pidana,  sehingga merupakan hal yang wajar bagi seorang 
wajib pajak untuk memanfaatkan haknya tersebut (Kesuma, 2016;12). 
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dirumuskan  hipotesis  pertama  dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H4 : Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
2.4.5. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi  
Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman terhadap sistem  pemungutan  
pajak  yang  ada  di  Indonesia  dan  segala  macam peraturan  peraturan 
perpajakan yang berlaku (Pranadata, 2014). Sistem  pemungutan  pajak di 
Indonesia adalah sistem  self assessment. Wajib pajak cenderung akan lebih 
mematuhi peraturan perpajakannya apabila memiliki pengetahuan yang tinggi 
mengenai peraturan perpajakan. 
Julianti (2014) membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan 
berpengaruh positif  terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Adiasa (2013) 
menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak  berpengaruh  terhadap  
kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman 
wajib pajak terhadap  peraturan  perpajakan,  maka  semakin  kecil kemungkinan  
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wajib  pajak  untuk  melanggar  peraturan tersebut  sehingga  meningkatkan  
tingkat  kepatuhan wajib pajak (Syahril, 2013). 
Preferensi resiko adalah resiko apa yang nantinya akan mempengaruhi 
pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Ketika 
wajib pajak mengetahui risiko apa yang akan dihadapinya maka mereka yang 
akan menentukan apakah membayar pajak atau tidak membayar pajak, hal 
tersebut karena preferensi risiko adalah pemilihan risiko yang akan ditanggung 
oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak senantiasa akan semakin patuh terhadap 
kewajiban perpajakannya apabila dimoderasi oleh risiko yang ada pada diri wajib 
pajak tersebut (Kartika dan Suntono, 2015;29).  
Dalam penelitian-penelitian sebelumnya preferensi risiko tidak begitu 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak tersebut sudah 
memahami peraturan perpajakan. Namun Kartikan dan Suntono (2015) 
membuktikan bahwa semakin tinggi kecenderungan  dalam menghadapi risiko 
seorang wajib pajak maka akan semakin  berpengaruh  positif  tehadap kepatuhan 
wajib pajak.  
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dirumuskan  hipotesis  pertama dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
H5 : Preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
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2.4.6. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib 
pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi 
Devano dan  Rahayu (2006) menyebutkan bahwa kualitas  pelayanan 
fiskus adalah  seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor 
pelayanan pajak untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundangan. Selain itu pelayanan fiskus 
yang baik mampu menambah kepuasan wajib  pajak. Adanya pelayanan fiskus 
yang baik juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Dengan terciptanya kondisi pelayanan yang lebih baik,  lebih  cepat, dan 
lebih menyenangkan bagi wajib pajak, maka akan menimbulkan  dampak positif 
yaitu kerelaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar 
pajak (Kusuma, 2016). Ardyanto (2014)  dalam Kartika dan Suntono (2015) 
menyatakan bahwa pelayanan aparat  pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  
wajib  pajak berpengaruh  secara  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Perilaku wajib pajak  dalam  menghadapi  risiko  tidak  dapat  diartikan  
bahwa  wajib  pajak  tersebut  tidak memenui  kewajiban  pajaknya (Alabede, 
2011. Wajib  pajak  yang memiliki  tingkat preferensi risiko tinggi maka 
cenderung untuk lebih taat membayar pajak, sedangkan apabila wajib pajak 
memiliki tingkat preferensi risiko yang rendah akan cenderung tidak taat dalam 
membayar pajak (Syamsudin, 2014 dalam Subekti, 2015).  
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Ardyanto  (2014) membuktikan bahwa variabel  preferensi  risiko  
berpengaruh secara  negatif  dan  signifikan  terhadap hubungan variabel antara 
pelayanan aparat pajak  dengan  variabel  kepatuhan  wajib pajak.  
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dirumuskan  hipotesis  kedua dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut 
H6 : Preferensi risiko memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
 
2.4.7. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak 
Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi 
Mardiasmo (1997: 42) sanksi perpajakan merupakan jaminan  bahwa 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  (norma  perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 
pencegah (preventif) agar wajib  pajak tidak melanggar norma perpajakan.  
Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib 
pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh  terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak (Ardyanto, 2014). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban 
perpajakannya karena sanksi perpajakan cenderung memberikan banyak kerugian 
kepada mereka (Nugroho, 2006), hal tersebut berarti bahwa sanksi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Perilaku  wajib pajak  dalam  menghadapi  risiko  tidak  dapat diartikan 
bahwa wajib pajak tersebut tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Hite 
&McGill, 1992 dalam  Aryobimo, 2012). Pelaksanaan  sanksi  perpajakan  secara  
tegas  yang dianggap  merugikan wajib  pajak  dapat diperkuat dengan adanya 
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preferensi risiko, sehingga  wajib  pajak  yang memiliki tingkat preferensi risiko 
tinggi cenderung akan  lebih  memilih  untuk  patuh melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. 
Perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh 
dalam kaitannya  dengan  kepatuhan  (Alm & Torgler, 2006). Apabila seorang 
wajib pajak mempunyai tingkat preferensi risiko yang  tinggi maka wajib pajak 
tersebut  cenderung lebih  taat  dalam membayar  pajak (Ardyanto, 2014). 
Sedangkan  apabila  seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah 
dalam  kehidupan  wajib  pajak  itu  sendiri  maka wajib  pajak  tersebut  justru  
cenderung  untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak. 
Oleh sebab itu, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak (Kusuma, 2015). Semakin tinggi risiko seseorang maka semakin 
berusaha untuk menghindari sanksi pajak dengan memenuhi kewajibannya dalam 
membayar pajak. 
Berdasarkan uraian  diatas  dapat dirumuskan  hipotesis  ketiga  dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut 
H7 : Preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
 
2.4.8. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan 
Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi 
Pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) adalah  sebuah 
kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar 
pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar 
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pajak yang berkaitan dengan masa pajak  sebelumnya tanpa takut  penuntutan  
pidana (Kesuma, 2016;12). Indonesia mempertimbangkan untuk  menerapkan tax  
amnesty dalam perundang-undangan perpajakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  
wajib  pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015).  
Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari (Suyanto, dkk:2016) 
yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi yang tidak mengikuti program tax amnesty 
namun memilik harta bersih yang tidak dilaporkan itu disebut sebagai penghasilan 
maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Apabila wajib pajak mendapatkan kebijakan 
pengampunan pajak (tax amnesty) maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat 
(Rahayu, 2017) 
Dalam penelitian ini preferensi risiko sebagai variabel moderasi, maka 
secara operasional  preferensi  risiko  merupakan  peluang  yang  akan  
dipertimbangkan  oleh wajib pajak yang menjadi prioritas lainnya dari berbagai 
pilihan yang telah  tersedia (Aryobimo, 2012). Pada hakekatnya implementasi tax 
amnesty secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini 
taat membayar pajak (Ragimun, 2015).  
Seseorang akan melakukan tindakan patuh atau tidak patuh terhadap 
kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi  oleh  pertimbangan-pertimbangan  
rasionalitas, yaitu terkait dengan manfaat  pajak  dan pengaruh dari orang lain 
yang mempengaruhi keputusan dalam kepatuhan sebagai wajib pajak (Subekti, 
2015).  Berdasarkan teori prospek yang menyebutkan bahwa apabila seseorang 
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berada dalam posisi untung maka orang cenderung untuk menghindari risiko (risk 
aversion), sedangkan apabila seseorang dalam posisi rugi maka orang akan 
cenderung untuk berani menghadapi risiko (risk seeking). 
Berdasarkan uraian  diatas  dapat dirumuskan  hipotesis  keempat dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
H8 : Preferensi risiko memoderasi pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan 
wajib pajak 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1      Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kudus yang 
berlokasi Jl. Niti Semito, Sunggingan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa 
Tengah. Penelitian ini akan dilaksanakan  pada bulan Maret 2017 – April 2017. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah peelitian kuantitatif dengan objek penelitian 
adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota Kudus. Pendekatan  
kuantitatif  artinya,  pada  penelitian  kuantitatif  kegiatan analisis datanya  
meliputi  pengolahan  data  dan  penyajian  data, melakukan perhitungan  untuk  
mendeskripsikan  data  dan  melakukan  pengujian  hipotesis dengan 
menggunakan uji statistik (Siregar, 2012). 
 
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi untuk penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kudus sebanyak 35.785 orang. 
Rosgue (1975) dalam Nugroho (2012) menyatakan bahwa ukuran sampel yang 
lebih tepat untuk penelitian pada umumnya adalah lebih dari 30 dan kurang dari 
500. 
Berdasarkan data dari KPP Pratama Kota Kudus, hingga akhir tahun 2016 
tercatat sebanyak 35.785 wajib pajak orang pribadi yang aktif. Pengambilan  
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sampel  menggunakan  rumus Slovin (Sugiyono,  2013) dengan hasil perhitungan 
94,77 yang dibulatkan menjadi 100 responden.  
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah  dengan  metode  
convenience  sampling yaitu memilih sampel dari elemen populasi (orang atau 
kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti (Supomo dan Indriantoro; 1999). 
Convenience  Sampling dapat dijelaskan sebagai metode  penetapan  sampel  
dengan  berdasarkan  kebetulan  saja,  anggota populasi  yang  ditemui  peneliti  
dan  bersedia  menjadi  responden  untuk  dijadikan sampel. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kudus  dan masih 
aktif menjalankan kewajiban perpajakannya. Data ini diperoleh dari kuesioner 
yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam 
penelitian ini. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari web, majalah, buku, 
dan jurnal penelitian terdahulu. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 
dengan teknik  kuesioner (questionnaires). Survei  dilakukan  dengan  cara 
mengadakan  peninjauan  langsung  pada  instansi  yang  menjadi  obyek 
penelitian untuk mendapatkan  data  primer. Peneliti adalah melalukan survei 
dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) di Kota Kudus. 
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Kemudian melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak 
orang pribadi yang terdaftar di KPP Kudus.  
Kemudian karena terdapat variabel tax amnesty dalam penelitian ini, maka 
responden yang dipilih adalah wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. 
Daftar wajib pajak yang mengikuti tax amnesty didapatkan dari data yang dimiliki 
oleh KPP Kudus. Setelah data didaptkan maka peniliti menghubungi respoden 
satu persatu untuk diminta mengisi kuesioner. Setelah beberapa hari atau sesuai 
kesepakatan dengan responden, kuesioner tersebut diambil oleh peneliti.  
Metode ini digunakan karena dengan metode ini hal-hal yang tidak dapat 
diungkapkan dengan metode lain yang sifatnya sangat pribadi dan perbuatan-
perbuatan masa lalu yang dapat diungkapkan Hadi (2000) dalam Dwilita (2008). 
Peneliti melakukan pendampingan secara langsung kepada responden yang 
hendak mengisi kuesioner, agar terdapat jawaban yang bias ketika responden 
mengisi kuesioner.  
Masing-masing jawaban dalam kuesioner akan diberi skor satu sampai lima, 
dengan tujuan agar item-item dalam pertanyaan yang diajukan dapat diubah 
menjadi data kualitatif sehingga dapat dilihat pengaruh variabel-variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Sebelum digunakan sebagai instrument penelitian, 
kuesioner terlebih dahulu diuji reliabilitas dan validitasnya. Item-item pertanyaan 
dalam kuesioner penelitian ini diadaptasi dari beberapa penelitian sejenis dari 
berbagai jurnal, skripsi dan tesis.  
Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu 
angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju 
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(STS). Perinciannya adalah sebagai berikut : Angka 1 = Sangat Tidak setuju 
(STS) Angka 2 = Tidak Setuju (TS)Angka 3 = Ragu-Ragu (RR)Angka 4 = Setuju 
(S)Angka 5 = Sangat Setuju (SS) (Sugiono, 2010:94). 
 
3.6 Variabel Penelitian 
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh pemahaman peraturan 
perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap 
kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan 
perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tax amnesty, untuk 
variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan preferensi risiko 
sebagai variabel moderating. 
 
3.7 Definisi Operasional Variabel 
Tabel.3.1 
Definisi Operasinal 
 
Variabel Definisi Indikator 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(Y) 
Kepatuhan pajak 
(tax compliance) 
adalah kesediaan 
wajib pajak untuk 
memenuhi 
kewajiban pajaknya 
sesuai dengan atura 
yang berlaku tanpa 
perlu diadakannya 
pemeriksaan, 
investigasi 
seksama, 
peringatan, ataupun 
ancaman dan 
penerapan sanksi 
baik hukum 
a. Kepatuhan dalam kepemilikan 
NPWP 
b. Kepatuhan dalam mengisi 
formulir pajak dengan benar 
c. Kepatuhan dalam menghitung 
pajak dengan jumlah yangbenar 
d. Kepatuhan dalam membayar 
pajak tepat waktu 
e. Kepatuhan dalam melaporkan 
SPT dengan baik dan benar 
(Widayati dan Nurlis, 2010) 
50 
 
Variabel Definisi Indikator 
maupun 
administrasi 
(Widayati dan 
Nurlis, 2010) 
Pemahaman 
Peraturan 
Perpajakan 
(X1) 
Pemahaman 
peraturan 
perpajakan adalah  
proses dimana 
wajib pajak 
mengetahui tentang 
dimana wajib pajak 
mengetahui tentang 
perpajakan dan 
mengaplikasikan 
pengetahuan itu 
untuk membayar 
pajak (Kiryanto, 
2000)  
a. Mengetahui dan berusaha 
memahami undang-undang 
perpajakan 
b. Pengetahuan dan pemahaman 
mengenai hak dan kewajiban 
sebagai wajib pajak 
c. Pengetahuan dan pemahaman 
mengenai sanksi perpajakan 
d. Pengetahuan dan pemahaman 
megenai PTKP, PKP, dan tarif 
pajak 
e. Wajib pajak mengetahui dan 
memahami peraturan perpajakan 
melalui sosialisasi yang dilakukan 
oleh KPP 
(Kiryanto, 2000)  
Kualitas 
Pelayanan 
Fiskus (X2) 
Kualitas pelayanan 
fiskus adalah usaha 
yang dilakukan 
untuk melayani 
wajib pajak secara 
maksimal agar 
wajib pajak tidak 
mengalami kendala 
yang cukup berarti 
saat memenuhi 
kewajiban 
perpajakannya  
(Mutia, 2014) 
a. Keandalan (Reliability) 
b. Ketanggapan(Responsiveness) 
c. Jaminan (Assurance) 
d. Empati (Empaty) 
e. Bukti Langsung (Tangible) 
 (Mutia, 2014) 
 
 
Sanksi 
Perpajakan 
(X3) 
Sanksi adalah suatu 
tindakan berupa 
hukuman yang 
diberikan kepada 
orang yang 
melanggar  
peraturan. 
Peraturan atau 
undang-undang 
merupakan rambu-
rambu bagi 
seseorang untuk 
a. Menciptakan kedisiplinan wajib 
pajak 
b. Sanksi bersifat tegas bagi wajib 
pajak yang melakukan 
pelanggaran 
c. Sanksii diberikan sesuai dengan 
besar kecilnya pelanggaran 
d. Penerapan sanksi harus sesuai 
dengan besar ketentuan dan 
peraturan yang berlaku 
(Rahayu, 2017) 
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Variabel Definisi Indikator 
melakukan  
sesuatu  mengenai  
apa  yang  harus  
dilakukan  dan  apa  
yang  seharusnya  
tidak  dilakukan. 
(Rahayu, 2017) 
Tax Amnesty 
(X4) 
Tax amnesty adalah 
suat kesempatan 
waktu yang 
terbatas  pada 
kelompok 
pembayar pajak 
tertentu untuk 
membayar 
sejumlah tertentu 
dan dalam waktu 
tertentu berupa 
pengampunan 
pajak yag berkaitan 
dengan masa pajak 
sebelumnya atau 
periode tertentu 
tanpa takut 
hukuman pidana 
(Rahayu (2017) 
a. Pengetahuan wajib pajak terhadap 
program tax amnesy 
b. Pemahaman wajib pajak terhadap 
program tax amnesty 
c. Kesadaran wajib  pajak terhadap 
program tax amnesty 
d. Manfaat program tax amnesty 
untuk wajib pajak 
(Rahayu, 2017) 
 
Preferensi 
Risiko 
(Moderasi)  
 
Risiko atau peluang 
yang akan 
dipertimbangkan 
oleh wajib pajak 
yang menjadi 
prioritas utama 
diantara yang 
lainnya dari 
berbagai pilihan 
yang tersedia.  
(Ardyanto,2014) 
 
a. Risiko Keuangan 
b. Risiko Sosial Ekonomi 
c. Risiko Pekerjaan/Karir 
d. Risiko Keselamatan Kerja 
(Ardyanto, 2014) 
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3.8 Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
deskriptif  dan analisis regresi linear berganda. Berikut adalah beberapa alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini : 
 
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 
Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana 
pengaruh  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak yang mempengaruhi  
kepatuhan  perpajakan.  Data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis untuk 
memperoleh suatu kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
Setelah  semua  kuesioner  terkumpul,  dilakukan pemilihan data  yang 
kemudian memberian skor untuk jawaban dari setiap item pertanyaan yang 
diajukan. Data  yang  sudah  diberi  skor dimasukkan ke  dalam  tabel  (tabulasi 
data). Kemudian dihitung  besarnya  tingkat  variabel  laten  dengan  melihat  
jumlah total skor jawaban variabel laten (skor aktual)  yang dibandingkan dengan  
skor  tertinggi  yang  dicapai  dikalikan  dengan  jumlah responden (skor ideal). 
 
3.8.2 Uji Instrumen Penelitian 
Kualitas  data  yang  dihasilkan  dari  penggunaan instrumen  penelitian  
dapat  dievaluasi  dengan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas (Hair, et  all, 1996) 
dalam Aryobimo, 2012). Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui 
konsistensi dan akurasi data yang yang dikumpulkan. Prosedur pengujian data 
adalah sebagai berikut: 
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1. Uji Validitas  
Validitas  adalah  keadaan  yang  menggambarkan  tingkat  
instrument  yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan di ukur 
(Arikunto, 2007:167) dalam Yulianty (2015). Uji Validitas digunakan 
untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid atau sahih jika pertanyaan pada kuesioner mampu 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu 
kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi (r hitung) > r tabel Ghozali 
(2014). Suatu instrumen dikatakan valid apabila taraf probabilitas 
kesalahan (sig)  0,05 dan r hitung > r tabel, sebaliknya suatu instrumen 
dikatakan tidak valid apabila taraf probabilitas kesalahan (sig)  0,05 dan r 
hitung < r tabel Ghozali (2014). 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas  merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 
dikatakan  reliabel  jika  jawaban  seseorang  terhadap  pertanyaan  adalah 
konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu.  Pengujian  ini  dilakukan  
dengan menghitung  koefisien  cronbach‟s  alpha  dari  masing  –  masing  
instrumen dalam  suatu  variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 
handal jika nilai Alpha ( )  0,6. Ghozali (2014). Pengujian reliabilitas 
dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha.  
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3.8.3 Uji Asumsi Klasik 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dalam menguji 
hipotesis, oleh karena itu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, berikut 
beberapa langkah dalam asumsi klasik :  
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi 
normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2014). Cara untuk 
mengetahui apakah data terdistribusi normal adalah dengan melakukan Uji 
Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan memasukkan nilai 
residual dalam pengujian non parametrik. Jika nilai signifikansi signifikan, 
yaitu < 0,05 dan Z > 1,96, maka data tidak terdistribusi secara normal. 
Data akan terdistribusi normal jika Z > 1,96 dan signifikansi > 0,05. 
2. Uji Multikolinieritas 
a. Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 
2014). Model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 
variabel independen. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 
VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Dasar pengambilan 
keputusan adalah apabila nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai 
VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model 
regresi. 
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Model regresi yang baik seharusnya  tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen atau tidak terjadi multikolonearitas. Apabila antar 
variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (R² diatas  
0,90)  maka  itu artinya bahwa terdapat  multikolonieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians 
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 
 Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser 
dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute dari unstandardized 
residual sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. Syarat model 
dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh 
variabel bebas > 0,05. 
 
3.8.4 Uji Ketepatan Model 
Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Koefisien  determinasi  (R
2
)  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  
mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila 
nilai R2 semakin kecil, maka  kemampuan  variabel  independen  dalam  
menjelaskan  variasi  variabel dependen  rendah.  Apabila  nilai  R2 
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mendekati  satu,  maka  variabel  independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
 
3.8.5 Uji Hipotesis 
Dilakukannya pengujian  hipotesis  adalah  untuk  mengukur  kekuatan  
hubungan antara  dua  variabel  atau  lebih  dan  untuk  menunjukkan  arah  
hubungan  antara variabel  dependen  dengan  variabel  independen.  Menurut 
Ghozali (2014) menyatakan bahwa tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah 
variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara 
variabel independen dan variabel dependen. Pengujian  hipotesis  dilakukan 
dengan Moderated Regression Analysis (MRA). 
Terdapat 4 model regresi dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel 
dependen, untuk variabel independen adalah pemahaman peraturan pajak, kualitas 
pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tax amnesty. Preferensi digunakan sebagai 
variabel moderasi, antara lain :  
1. Persamaan  regresi antara  variabel  dependen  yaitu Kepatuhan  Wajib  Pajak 
diregresikan kedalam variabel Pemahaman peraturan perpajakan dan 
Preferensi Risiko.   
Persamaan matematisnya adalah :  
KWP = a + b1PPP + b2PR + b3 PR.PPP + e 
Dimana  variabel  moderating  dalam  model  ini  adalah  Preferensi  
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Risiko.  Langkah  –  langkah  dalam  model  ini  adalah  variabel  dependen 
diregresikan  ke  dalam  variabel  independen,  variabel  moderating  dan  
hasil perkalian antara variabel independen dan variabel moderating.  
2. Persamaan  regresi antara  variabel  dependen  yaitu Kepatuhan  Wajib  Pajak  
diregresikan kedalam variabel kualitas pelayanan fiskus dan preferensi risiko. 
KWP = a + b1KPF + b2PR + b3 PR.KPF + e 
3. Persamaan  regresi antara  variabel  dependen  yaitu Kepatuhan  Wajib  Pajak  
diregresikan kedalam variabel sanksi pajak dan preferensi risiko. 
KWP = a + b1SP + b2PR + b3 PR.SP + e  
4. Persamaan  regresi antara  variabel  dependen  yaitu Kepatuhan  Wajib  Pajak  
diregresikan kedalam variabel tax amnesty dan preferensi risiko. 
KWP = a + b1TA + b2PR + b3 PR.TA + e  
Keterangan dari persamaan diatas sebagai berikut : 
KWP  =  Kepatuhan Wajib pajak  
PPP  =  Pemahaman Peraturan Wajib Pepajakan  
KPF = Kualitas Pelayanan Fiskus 
SP = Sanksi Pajak 
TA = Tax Amnesty 
PR  =  Preferensi Risiko   
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
4.1.  Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1.  Deskripsi Data 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama 
Kota Kudus. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 
yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kudus. Data dikumpulkan dengan 
menyebarkan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dan 
diisi langsung oleh responden dengan pendampingan.  
Langkah-langkah dalam proses penyebaran kuesioner dimulai dari 
pembuatan surat ijin penelitian dari kampus yang ditujukan kepada Pimpinan 
Kantor Pelayanan Perpajakan kota Kudus yang ditandatangani oleh Dekan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam proses ini memakan waktu 2 hari.  
Pembuatan surat dilakukan 2 kali karena dalam melakukan penyebaran 
kuesioner memerlukan perpanjangan waktu. Surat yang pertama adalah untuk 
meminta data mengenai wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kudus, 
kemudian surat yang kedua adalah surat ijin untuk penyebaran kuesioner di KPP 
Pratama kota Kudus. 
Surat persetujuan ijin penelitian dari Dekan dikirim kepada pimpinan  KPP 
Pratama Kudus untuk meminta surat persetujuan penelitian di Kantor Pelayaan 
Perpajakan kota Kudus. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 2 minggu 
dimulai dari tanggal 05 Juni sampai 18 Juni 2017, dengan cara setiap hari 
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membagikan kuesioner kepada responden dan lagsung diisi, hal tersebut karena 
pengisian kuesioner dilakukan dengan cara pendampingan.  
Langkah penyebaran kuesioner yaitu dengan meminta kesediaan 
responden untuk meluangkan waktunya guna mengisi kuesioner yang diberikan. 
Responden mengisikan data dirinya dan mulai mengisi kuesioner yang diberikan. 
Jika terdapat responden yang kurang paham maka langsung bisa dijelaskan karena 
pengisiannya dengan cara pendampingan. Pembagian kuesioner dilakukan setiap 
hari selama jam kerja yaitu hari senin sampai dengan jum‟at, waktu untuk 
pembagian kuesioner adalah mulai pukul 08.30-14.30 WIB.  
Dalam pembagian kuesioner ini terdapat kuesioner yang tidak 
dikembalikan karena alasan akan diisi dirumah, tetapi kuesioner tersebut tidak 
kembali. Berikut adalah ringkasan pembagian kuesioner. 
Tabel 4.1  
Ringkasan Penyebaran Kuesioner 
Kuesioner Jumlah Persentase (%) 
Kuesioner yang dibagikan 110 100% 
Kuesioner yang tidak kembali  5 4,5% 
Kuesioner yang tidak diisi dengan 
lengkap 5 4,5% 
Kuesioner yang dapat diolah 100 91% 
Respon Rate  90,9% 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
4.1.2.  Deskripsi Responden 
Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini merupakan profil 
dari 100 partisipan dari daftar wajib pajak orang pribadi yang aktif di Kantor 
Pelayanan Perpajakan Kota Kudus. Karakteristik responden ini meliputi nama, 
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NPWP/No. Hp, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan 
penghasilan. Demografi responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini. 
Tabel 4.2 
Demografi Responden 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Jenis Kelamin     
  - Pria 51 responden 51% 
  - Wanita 49 responden 49% 
 Jumlah 100 responden 100% 
2 Umur     
  - < 30 tahun 31 responden 31% 
  - 30-40 tahun    36 responden 36% 
  - > 40 tahun 33 responden 33% 
 Jumlah 100 responden 100% 
3 Pendidikan Terakhir 
 
  
  - SD  0 responden 0% 
  - SMP  2 responden 2% 
  - SMA 22 responden 22% 
 - D3 8 responden 8% 
 - S1 64 responden 64% 
 - S2/S3 4 responden 4% 
 Jumlah 100 responden  100% 
4 Pekerjaan  
   - PNS/TNI/Polri 22 responden 22% 
  - Swasta 55 responden 55% 
  - Mahasiswa 0 responden  0% 
  - Lain-lain 23 responden 23% 
  Jumlah 
 
 
5 Penghasilan Pertahun     
  - < 60 Juta (< 5jt/bulan)  82 responden 82% 
  - 60 Juta- 250 Juta (5jt-21jt/bulan)  17 responden 17% 
  - > 250 Juta (>21jt/bulan)  1 responden 1% 
  Jumlah 100 responden 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
 
Berdasarkan tabel diatas responden dengan jenis kelamin perempuan 
sebanyak 51 responden (51%) dan laki-laki sebanyak 49 responden (49%). Hal ini 
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menunjukan bahwa wajib pajak orang pribadi yang aktif adalah paling banyak 
perempuan. 
Berdasarkan tabel 4 usia responden didominasi usia 30 sampai 40 tahun 
sebanyak 36 (36%) selanjutnya disusul dengan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 
33 (33%), dan usia responden kurang dari 30 tahun sebanyak 31 (31%). Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tingkatan usia rata-rata memiliki kewajiban terhadap 
perpajakannya saat wajib pajak terebut sudah berpenghasilan. Pada usia kurang 
dari 30 tahun sudah memiliki penghasilan dan juga berkewajiban membayar 
pajaknya. Begitupun dengan usia 30 sampai 40 tahun, juga usia diatas 40 tahun.  
Pendidikan terakhir menunjukkan responden yang paling banyak adalah 
S1 sebanyak 64 orang (64%). Yang kedua adalah tingkat pendidikan SMA 
sebanyak 22 orang (22%), pendidikan tingkat D3 mendapatkan urutan ketiga 
dengan jumlah responden sebanyak8 orang (8%). Pendidikan S2/S3 dan SD 
masing-masing memiliki jumlah 4 orang (4%) dan 2 orang (2%). Untuk 
pendidikan terakhir SD tidak memiliki responden.  Hal tersebut menunjukkan 
bahwa responden dominan adalah wajib pajak yang memiliki gelar S1 dan 
pastinya berpenghasilan. 
Pekerjaan dengan status swasta memiliki jumlah responden terbanyak 
dengan jumlah 55 orang (55%), kedua adalah dengan status pekerjaan yang 
kemungkinan sebagai wirausaha (lain-lain) yang memiliki jumlah responden 
sebanyak 23 orang (23%). Yang ketiga adalah status sebagai PNS/TNI/POLRI 
yang memiliki responden sebanyak 22 orang (22%). Untuk status mahasiswa 
ternyata tidak ada responden yang berprofesi masih sebagai mahasiswa atau 0 
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(0%). Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa lebih banyak wajib pajak yang 
berprofesi sebbagai pegawai swasta. 
Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki penghasilan dibawah 
60jt/tahun (dibawah 5jt/bulan) yaitu sebanyak 82 orang (82%), yang kedua tingkat 
penghasilan antara 60 juta sampai 250 juta pertahunnya dengan responden 
sebanyak 17 orang (17%). Dan yang terakhir hanya 1 orang (1%) responden yang 
berpenghasilan di atas 250 juta pertahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib 
pajak yang memiliki penghasilan dibawah 60 juta lebih aktif dalam melaporkan 
dan membayar kewajiban perpajakannya. 
4.1.3.  Uji Statistik Deskriptif 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK 
100 33 52 42,08 3,987 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
100 15 30 23,52 2,393 
KUALITAS 
PELAYANAN FISKUS 100 38 56 46,33 3,947 
SANKSI PERPAJAKAN 
100 13 23 18,94 2,770 
TAX AMNESTY 100 15 29 22,21 2,455 
PREFERENSI RISIKO 100 17 39 24,90 4,650 
Valid N (listwise) 100     
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 Pada variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 11 item pertanyaan. 
Dengan skala likert 5, dihasilkan jumlah total maksimal 11 X 5 = 55. Dari tabel 
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diatas diketahui bahwa jumlah minimal sebasar 33 dan nilai maksimal jawaban 
adalah 52 dengan  rata-rata jawaban 42,08. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
responden meiliki jawaban rata-rata setuju dengan memilih skala rikert 4, yang 
artinya responden adalah wajib pajak yang patuh terhadap kepatuhan wajib 
pajaknya.  
Kemudian variabel pemahaman peraturan perpajakan terdiri dari 6 item 
pertanyaan dengan total maksimal 30, memiliki nilai jawaban  minimum 15 dan 
maksimum 30. Rata-rata jawaban 23,52 sehingga dapat dikatakan bahwa 
responden meiliki jawaban rata-rata setuju dengan memilih skala rikert 4, yang 
artinya responden adalah wajib pajak yang memahamami peraturan perpajakan. 
 Kualitas pelayanan fiskus yang terdiri dari 12 item pertanyaan dengan total 
maksimal sebesar 60, jawaban terendah 38 dan total jawaban tertinggi 56, 
memiliki rata-rata total jawaban 46,33 sehingga dapat dikatakan bahwa responden 
meiliki jawaban rata-rata setuju dengan memilih skala rikert 4, yang artinya 
responden adalah setuju dengan kualitas pelayanan fiskus di KPP Pratama Kota 
Kudus. 
Variabel sanksi perpajakan terdiri dari 5 item pertanyaan dengan total 
maksimum sebesar 25, memiliki jawaban minimum  13, maksimum 23, rata-rata 
18,94 sehingga dapat dikatakan bahwa responden meiliki jawaban rata-rata setuju 
dengan memilih skala rikert 4, yang artinya responden adalah wajib pajak yang 
setuju dengan sanksi yang ditetapkan dalam perpajakan.  
Selanjutnya variabel tax amnesty yang terdiri dari 6 item pertanyaan 
dengan total maksimum 30, memiliki jawaban minimum 15 dan jawaban 
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maksimum 29. Kemudian memiliki rata-rata sebesar 22,21 sehingga dapat 
dikatakan bahwa responden meiliki jawaban rata-rata setuju dengan memilih skala 
rikert 4, yang artinya responden adalah wajib pajak setuju dengan program tax 
amnesty di Indonesia.  
Terakhir yaitu variabel preferensi risiko terdiri dari 9 item pertanyaan 
dengan total maksimum sebesar 45,dengan jawaban 17 dan jawaban maksimum 
39. Memiliki rata-rata sebesar 24,90 sehingga dapat dikatakan bahwa responden 
meiliki jawaban rata-rata ragu-ragu dengan memilih skala rikert 3, yang artinya 
responden adalah wajib pajak masih bimbang dalam menentukan risiko yang 
dihadapinya. 
 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
Sebelum kuesioner di distribusikan dilakukan pilot project terhadap 10 
orang wajib pajak. Berdasarkan hasil pilot project tersebut menunjukkan bahwa 
seluruh butir pertanyaan valid dan reliable. Adapun hasil dari uji instrument 
penelitian dapat dilihat pada lampiran 6. Berikut ini adalah hasil dari uji 
instrument penelitian. 
 
4.2.1.  Uji Instrumen Penelitian 
1. Hasil Uji Validitas Data 
Tujuan  pengujian  validitas  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana 
ketepatan  dan  kecermatan  suatu  alat  ukur  dalam  melakukan  fungsi  ukurnya. 
Nilai  r tabel dihitung dengan menggunakan analisis df (degree of freedom) yaitu 
dengan rumus  df = n-k dengan n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah 
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variabel independen. yang digunakan. Dengan demikian, df = 98 (100-2). 
Berdasarkan tabel r product moment diperoleh nilai r tabel sebesar 0,197. Data 
dinyatakan valid karena r hitung untuk 6 variabel  seluruhya lebih besar dari r 
tabel (0,197). Berikut tabel hasil uji validitas tersebut. 
Hasil pengujian validitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan 
valid, karena r hitung untuk 11 item pertanyaan seluruhya lebih besar dari r tabel 
(0,197). hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini: 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 
Item 
Pertanyaan 
r Hitung r Tabel Kcsimpulan 
1 0,518 0,197 Valid 
2 0,483 0,197 Valid 
3 0,476 0,197 Valid 
4 0,605 0,197 Valid 
5 0,635 0,197 Valid 
6 0,499 0,197 Valid 
7 0,570 0,197 Valid 
8 0,543 0,197 Valid 
9 0,603 0,197 Valid 
10 0,352 0,197 Valid 
11 0,320 0,197 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
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Hasil pengujian validitas untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan 
dinyatakan valid, karena r hitung untuk 6 item pertanyaan seluruhya lebih besar 
dari r tabel (0,197). hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini: 
Tabel 4.5  
Uji Hasil Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan 
Item pertanvaan r Hitung r Tabel Kcsimpulan 
1 0,578 0,197 Valid 
2 0,539 0,197 Valid 
3 0,564 0,197 Valid 
4 0,565 0,197 Valid 
5 0,658 0,197 Valid 
6 0,706 0,197 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Hasil pengujian validitas untuk variabel kualitas pelayanan fiskus 
dinyatakan valid, karena r hitung untuk 12 item pertanyaan seluruhya lebih besar 
dari r tabel (0,197). hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini: 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Fiskus 
Item pertanvaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 
1 
0,652 
0,197 
Valid 
2 0,666 
0,197 
Valid 
3 0,638 
0,197 
Valid 
4 0,714 
0,197 
Valid 
5 0,338 
0,197 
Valid 
6 0,652 
0,197 
Valid 
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Item pertanvaan r Hitung r Tabel Kesimpulan 
7 0,471 
0,197 
Valid 
8 0,471 
0,197 
Valid 
9 0,582 
0,197 
Valid 
10 0,500 
0,197 
Valid 
11 0,451 
0,197 
Valid 
12 0,576 
0,197 
Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Hasil pengujian validitas untuk variabel sanksi perpajakan dinyatakan 
valid, karena r hitung untuk 5 item pertanyaan seluruhya lebih besar dari r tabel 
(0,197). Masing-masing yaitu (0,785; 0,756; 0,777; 0,732; dan 0,308) hal tersebut 
dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: 
Tabel 4.7 
   Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak 
Item pertanvaan r Hitung r Tabel Kcsimpulan 
1 
0,785 
0,197 
Valid 
2 0,756 
0,197 
Valid 
3 0,777 
0,197 
Valid 
4 0,732 
0,197 
Valid 
5 0,308 
0,197 
Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Hasil pengujian validitas untuk variabel tax amnesty dinyatakan 
valid,karena r hitung untuk 6 pertanyaan seluruhya lebih besar dari r tabel (0,197). 
Masing-masing yaitu (0,625; 0,502; 0,703; 0,485; 0,645; dan 0,660). hal tersebut 
dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 
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Tabel 4.8 
Uji Hasil Validitas Tax Amnesty 
Item pertanvaan r Hitung r Tabel Kcsimpulan 
1 0,625 0,197 Valid 
2 0,502 0,197 Valid 
3 0,703 0,197 Valid 
4 0,485 0,197 Valid 
5 0,645 0,197 Valid 
6 0,660 0,197 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
Hasil pengujian validitas untuk variabel preferensi risiko dinyatakan valid, 
karena r hitung untuk 9 pertanyaan seluruhya lebih besar dari r tabel (0,197). hal 
tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 
Tabel 4.9 
Uji Hasil Validitas Preferensi Risiko 
Item pertanvaan r Hitung r Tabel Kcsimpulan 
1 0,705 0,197 Valid 
2 0,758 0,197 Valid 
3 0,737 0,197 Valid 
4 0,355 0,197 Valid 
5 0,592 0,197 Valid 
6 0,651 0,197 Valid 
7 0,286 0,197 Valid 
8 0,753 0,197 Valid 
9 0,586 0,197 Valid 
    Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
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Tabel  di  atas  menunjukkan  nilai  pearson  correlation  (r hitung)  untuk 
setiap  item  pertanyaan  lebih  besar  dari  nilai  r tabel.  Tingkat  signifikansi  
untuk semua  item  berada  pada  level 0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  
indikator/item pertanyaan yang mengukur variabel kepatuhan wajib pajak, 
pemahaman peraturan perpajakan, kulitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, tax 
amnesty, dan preferensi risiko adalah valid. 
2. Hasil Uji Reliabilitas Data 
Pengujian  reabilitas  data  dilakukan  dengan  uji  statistik  Cronbach‟s  
Alpha. Hasil pengujian reliabilitas kuesioner ditampilkan pada tabel 4.11 berikut 
ini:  
Tabel 4.10 
Hasil Uji Reliabelitas 
Variabel Cronbach Alpha Nilai Cut Off Keterangan 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 
0,688 0,06 Reliabel 
Pemahaman Peraturan 
Perajakan 
0,647 0,6 Reliabel 
Kualitas Pelayanan 
Fiskus 
0,826 0,6 Reliabel 
Sanksi Pajak 0,728 0,6 Reliabel 
Tax Amnesty 0,752 0,6 Reliabel 
Preferensi Risiko 0,790 0,6 Reliabel 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  Cronbach‟s  alpha    untuk 
variabel  kepatuhan wajib pajak  adalah  0,688.  Angka  ini  >  0,60.  Hal  ini  
berarti bahwa  konstruk  pertanyaan  yang  disusun  untuk  mengukur  tingkat  
kepatuhan wajib pajak  adalah  reliabel.  Begitu  pula  dengan  variabel  
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pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, tax 
amnesty,  dan preferensi risiko.  Nilai Cronbach‟s  alpha  untuk  kelima  variabel  
tersebut  secara berturut-turut adalah 0,647; 0,826 dan 0,728;0,752 dan 0,790. 
Angka ini juga > 0,60 yang berarti bahwa konstruk pertanyaan untuk mengukur 
kelima variabel tersebut dinyatakan reliable. 
Validitas dan reliabilitas sudah terpenuhi dengan baik, maka pengujian 
dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Ringkasan uji asumsi klasik yang pertama 
mendapat kesimpulan sebagai berikut:  
 
4.2.2.  Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji  normalitas  data  dalam  penelitian  ini menggunakan pengujian  One-
Sample Kolmogorov Smirnov test  yang terdapat dalam program SPSS 20.0  for 
Windows. Data dikatakan terdistribusi dengan normal  apabila  residual  
terdistribusi  dengan  normal  yaitu  memiliki  tingkat signifikansi  diatas  5%  
(Ghozali, 2014). Hasil uji normalitas variabel pemahaman peraturan perpajakan, 
kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tax amnesty, dan preferensi risiko 
dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 
       Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 
Unstandar
dized 
Residual 
N 100 
Normal 
Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 
3,6322127
2 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,048 
Positive ,048 
Negative -,046 
Test Statistic ,048 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
     Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan  bahwa  pengujian  nilai Asymp. 
Sig. (2-tailed)  memberikan nilai di atas 0.05 yaitu 0,200. Nilai tersebut 
menyatakan bahwa residual memiliki tingkat signifikasi diatas 0,05. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan 
normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji  multikolinieritas  digunakan  untuk  mengetahui  korelasi  antar 
variabel  independen.  Model  regresi  yang  baik  adalah  model  yang  tidak 
terdapat  korelasi  antara  variabel  independen  atau  korelasi  antar  variabel 
independennya rendah. Keberadaan multikolinieritas dideteksi dengan Varians 
Inflating Factor  (VIF) < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Hasil uji  multikolinieritas 
tersaji pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.12 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance Cut Off VIF Cut Off Keterangan 
Pemahaman 
Peraturan 
Perpajakan 
0,027 >0,10 37,447 < 10 
Terdapat 
Multikolinearitas 
Kualitas 
Pelayanan 
Fiskus 
0,023 >0,10 43,226 < 10 
Terdapat 
Multikolinearitas 
Sanksi Pajak 
0,024 >0,10 41,441 < 10 
Terdapat 
Multikolinearitas 
Tax Amnesty 
0,026 >0,10 38,757 <10 
Terdapat 
Multikolinearitas 
Preferensi 
Risiko 
0,004 >0,10 249,620 <10 
Terdapat 
Multikolinearitas 
X1Z 
0,007 >0,10 139,782 <10 
Terdapat 
Multikoleniaritas 
X2Z 
0,004 >0,10 245,595 <10 
Terdapat 
Multikoinearitas 
X3Z 
0,010 >0,10 101,936 <10 
Terdapat 
Multikolinearitas 
X4Z 
0,007 >0,10 145,744 <10 
Terdapat 
Multikolineraitas 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Dilihat dalam nilai tolerance setiap variabel lebih kecil dari nilai cut off 
yaitu <10. VIF setiap variabel juga >10. Kesimpulan dari uji multikolinearitas 
adalah bahwa terjadi korelasi antar variabel independen. Hal tersebut karena untuk 
uji MRA variabel yang dikalikan saling berkaitan. 
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3. Uji Heterokedastisitas 
Tabel 4.13 
Uji Hasil Heterokesdastisitas 
          Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2,208 3,529  -,626 ,533 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
,068 ,102 ,074 ,663 ,509 
KUALITAS 
PELAYANAN 
FISKUS 
,063 ,060 ,115 1,049 ,297 
SANKSI 
PERPAJAKAN 
,007 ,086 ,009 ,079 ,937 
TAX AMNESTY -,073 ,106 -,083 -,693 ,490 
PREFERENSI 
RISIKO 
,083 ,049 ,178 1,704 ,092 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Dari hasil Uji Glejser diperoleh nilai signifikansi dari pemahaman 
peraturan perpajakan yaitu 0,509, kualitas pelayanan fiskus 0,297, sanksi pajak 
0,937, tax amnesty 0,490, dan preferensi risiko 0,092. Tingkat probabilitas 
signifikansi pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi 
pajak, tax amnesty dan preferensi risiko > 0,05, maka dapat dikatakan tidak 
mengandung heteroskedastisitas, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap variabel 
tidak terdapat gejala heterokedastisitas. 
Sebagaimana hasil analisis asumsi klasik di atas dapat disajikan tabel 
berikut: 
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Tabel 4.14 
Kesimpulan Uji Asumsi Klasik  
 
Berdasarkan hasil analisis yang tersaji di atas, bahwa uji asumsi klasik 
telahterpenuhi seluruhnya. Oleh karena itu, maka pengujian dapat dilanjutkan 
dengan MRA. 
 
4.2.3. Uji Koefisien determinasi 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
                 Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,911
a
 ,830 ,828 1,651 1,773 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017  
 
Hasil uji koefisien determinasi antara kepatuhan wajib pajak, pemahaman 
peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak,  tax amnesty dan 
preferensi risiko dengan nilai Adjust R Square sebesar 0,828. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, 
kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak,  tax amnesty dan preferensi risiko dapat 
No Alat analisis uji asumsi 
klasik 
Pendekatan olah data Keterangan 
1 Multikolinieritas VIF dan Tolerance Terikat 
2 Normalitas Kolmogorov smirnov Memenuhi  
3 Heteroskedastisitas Glejsier Bebas 
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dijelaskan sebesar 83%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable yang lain 
sebesar 17%. 
 
4.3. Uji Regresi Dan Moderated Regresion Analysis (MRA) 
4.3.1. Uji Regresi Hipotesis Pertama 
H1 menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi antara variabel pemahaman 
peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel 4.16 
sebagai berikut:  
Tabel 4.16 
Hasil Uji Regresi Hipotesis Pertama 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 25,037 3,582  6,990 ,000 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
,725 ,152 ,435 4,782 ,000 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Nilai signifikansi untuk pemahaman peraturan perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai thitung  4,782 > ttabel 
1,660. Ini berarti H1 diterima yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Y = 25,037+ 0,435X1+ 3,582 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat dilihat bahwa 
konstanta sebesar 25,037 dengan standar eror sebesar 3,582. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap nol, maka perubahan 
kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 25,037 satuan. Koefisien regresi X1 sebesar 
0,435 menyatakan bahwa setiap kenaikan  pemahaman peraturan perpajakan 
sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,435 satuan, Hal 
ini berarti arah model adalah positif. 
 
4.3.2. Uji Regresi Hipotesis Kedua 
H2 menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi antara variabel pemahaman 
peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel 4.17 
sebagai berikut:  
Tabel 4.17 
Hasil Uji Regresi Hipotesis Kedua 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29,992 4,583  6,544 ,000 
KUALITAS PELAYANAN 
FISKUS 
,261 ,099 ,258 2,647 ,009 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Nilai signifikansi untuk kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 
wajib pajak dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,009. Nilai thitung  2,647 > ttabel 1,660. Ini 
berarti H2 diterima yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Y = 29,992+ 0,258X2+ 4,583 
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Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat dilihat bahwa 
konstanta sebesar 29,992 dengan standar eror sebesar 4,583. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap nol, maka perubahan 
kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 29,992 satuan. Koefisien regresi X2 sebesar 
0,258 menyatakan bahwa setiap kenaikan  kualitas pelayanan fiskus sebesar 1 
satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,258 satuan. Hal ini 
berarti arah model adalah positif. 
 
4.3.3. Uji Regresi Hipotesisi Ketiga 
H3 menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi antara variabel pemahaman 
peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel 4.18 
sebagai berikut:  
Tabel 4.18 
Hasil Uji Regresi Hipotesis Ketiga 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
40,796 2,779  
14,67
8 
,000 
SANKSI 
PERPAJAKAN 
,068 ,145 ,047 2,467 ,642 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Nilai signifikansi untuk sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 
diatas 0,05 yaitu sebesar 0,642. Nilai thitung  2,467 > ttabel 1,660. Ini berarti H3 
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diterima yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  
Y = 40,796+ 0,047X3+ 2,779 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat dilihat bahwa 
konstanta sebesar 40,796 dengan standart error sebesar 2,779. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap nol, maka perubahan 
kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 40,796 satuan. Koefisien regresi X3 sebesar 
0,047 menyatakan bahwa setiap sanksi perpajakan sebesar 1 satuan akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,047 satuan. Hal ini berarti arah 
model adalah positif. 
 
4.3.4. Uji Regresi Hipotesis Keempat 
H4 menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi antara variabel pemahaman 
peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel 4.19 
sebagai berikut:  
Tabel 4.19 
Hasil Uji Regresi Hipotesis Keempat 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 30,192 3,461  8,725 ,000 
TAX 
AMNESTY 
,535 ,155 ,330 3,456 ,001 
Sumber Data: Diolah Tahun 2017 
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Nilai signifikansi untuk tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak 
dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,001. Nilai thitung  3,456 > ttabel 1,660. Ini berarti H4 
diterima yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
Y = 30,192+ 0,330X4+ 3,461 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat dilihat bahwa 
konstanta sebesar 30,192 dengan standart error sebesar 3,461. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap nol, maka perubahan 
kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 30,192 satuan. Koefisien regresi X4 sebesar 
0,330 menyatakan bahwa setiap tax amnesty sebesar 1 satuan akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak sebesar 0,330 satuan. Hal ini berarti arah model adalah 
positif. 
 
4.3.5. Uji MRA Hipotesis Kelima 
H5 menyatakan preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman 
peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi antara 
variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel 4.20 
sebagai berikut: 
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        Tabel 4.20 
Hasil Uji Regresi Hipotesis Kelima 
                                                                 Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 34,702 16,726  2,075 ,041 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
,133 ,709 ,080 ,187 ,852 
PREFERENSI 
RISIKO 
-,409 ,640 -,477 -,638 ,525 
X1Z ,025 ,027 ,737 ,905 ,368 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Nilai signifikansi untuk pemahaman peraturan perpajakan dan variabel 
moderasi preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak diatas 0,05 yaitu 
sebesar 0,368. Nilai thitung  0,905 < ttabel 1,660. Ini berarti H1 ditolak yang 
menyatakan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh antara 
pemahaman peraturan perpajakan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Y = 34,702 + 0,133X1 – 0,409Z + 0,025 (X1Z) + 16,726 
Dilihat dari persamaan di atas, dapat diketahui bahwa Pemahaman 
Peraturan Perpajakan memberikan nilai koefisien 0,133 dengan signifikansi 0,852. 
Variabel preferensi risiko memberikan nilai koefisien –0,409 dengan signifikansi 
0,525. Variabel moderating X1Z (interaksi antara  pemahaman peraturan 
perpajakan dan  preferensi risiko) memberikan nilai koefisien 0,025 dengan 
signifikansi 0,308. Dapat disimpulkan bahwa variabel  preferensi risiko organisasi  
dalam penelitian ini bukanlah variabel moderating karena variabel  interaksi 
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antara pemahaman peraturan perpajakan dengan preferensi risiko positif dan tidak 
signifikan. 
 
4.3.6. Uji MRA  (Uji Hipotesis Keenam) 
H6 menyatakan preferensi risiko memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi antara variabel moderasi terhadap kepatuhan 
wajib pajak disajikan dalam tabel 4.21 sebagai berikut: 
 
Tabel 4.21 
Hasil Uji Regresi Hipotesis Keenam 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 32,316 23,243  1,390 ,168 
KUALITAS 
PELAYANAN FISKUS 
,155 ,500 ,153 ,310 ,757 
PREFERENSI RISIKO -,062 ,865 -,073 -,072 ,943 
X2Z ,004 ,019 ,224 ,193 ,847 
Sumber: Data diolah tahun 2017 
Nilai signifikansi untuk kualitas pelayanan fiskus dan variabel moderasi 
preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak diatas 0,05 yaitu sebesar 0,847. 
Nilai thitung  0,193 < ttabel 1,660. Ini berarti H2 ditolak yang menyatakan bahwa 
preferensi risiko tidak memoderasi (memperkuat/memperlemah) hubungan antara 
kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Y = 32,316 + 0,155X2 - 0,062Z1 + 0,004 (X2Z) + 23,243 
Dilihat dari persamaan di atas bahwa kualitas pelayanan fiskus 
memberikan nilai koefisien 0,155 dengan signifikansi 0,757. Variabel preferensi 
risiko memberikan nilai koefisien -0,062 dengan signifikansi 0,943. Variabel 
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moderating X2Z (interaksi antara  kualitas pelayanan fiskus dan preferensi risiko) 
memberikan nilai koefisien 0,004 dengan signifikansi 0,847. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa variabel  preferensi risiko  dalam penelitian ini bukanlah 
variabel moderating karena variabel  interaksi antara kualitas pelayanan fiskus dan 
preferensi risiko positif dan tidak signifikan. 
 
4.3.7. Uji MRA (Uji Hipotesis Ketujuh) 
H7 menyatakan preferensi risiko memoderasi sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi antara variabel moderasi terhadap kepatuhan 
wajib pajak disajikan dalam tabel 4.22 sebagai berikut: 
Tabel 4.22 
Hasil Uji Regresi Hipotesis Ketujuh 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23,082 16,038  1,439 ,153 
SANKSI 
PERPAJAKAN 
,843 ,846 ,586 ,997 ,321 
PREFERENSI 
RISIKO 
,734 ,674 ,857 1,090 ,278 
X3Z -,032 ,036 -,849 -,908 ,366 
Sumber: Data diolah tahun 2017 
Nilai signifikansi untuk pemahaman peraturan perpajakan dan variabel 
moderasi preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak diatas 0,05 yaitu 
sebesar 0,366. Nilai thitung  0,908 < ttabel 1,660. Ini berarti H3 ditolak yang 
menyatakan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara sanksi 
perpajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Y = 23,082 + 0,843X3 + 0,734Z1 - 0,032(X3Z) + 16,038 
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Dilihat dari persamaan di atas, bahwa sanksi pajak memberikan nilai 
koefisien 0,843 dengan signifikansi 0,321.Variabel preferensi risiko memberikan 
nilai koefisien 0,734 dengan signifikansi 0,278. Variabel moderating X3Z 
(interaksi antara  sanksi perpajak dan preferensi risiko) memberikan nilai 
koefisien -0,032 dengan signifikansi 0,366. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa variabel  preferensi risiko  dalam penelitian ini dapat memoderasi interaksi 
antara sanksi pajak dan preferensi risiko negatif namun tidak signifikan. 
 
4.3.8. Uji MRA (Uji Hipotesis Kedelapan) 
H8 menyatakan preferensi risiko memoderasi tax amnesty terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Hasil uji regresi antara variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak 
disajikan dalam tabel 4.23 sebagai berikut: 
 
Tabel 4.23 
Hasil Uji Regresi Hipotesis Kedelapan 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -5,315 19,426  -,274 ,785 
TAX AMNESTY 1,985 ,844 1,223 2,353 ,021 
PREFERENSI 
RISIKO 
1,360 ,722 1,587 1,884 ,063 
X4Z -,055 ,031 -1,848 -1,775 ,079 
Sumber: Data diolah tahun 2017 
Nilai signifikansi untuk pemahaman peraturan perpajakan dan variabel 
moderasi preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak diatas 0,05 yaitu 
sebesar 0,079. Nilai thitung  1,775 > ttabel 1,660. Ini berarti H4 diterima yang berarti 
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bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan antara tax amnesty terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Y = -5,315 + 1,985X3 + 1,360Z1 - 0,055(X4Z) + 19,426 
Dilihat dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tax amnesty 
memberikan nilai koefisien 1,985 dengan signifikansi 0,021.Variabel preferensi 
risiko memberikan nilai koefisien 1,360 dengan signifikansi 0,063. Variabel 
moderating X4Z (interaksi antara  tax amnesty dan preferensi risiko) memberikan 
nilai koefisien -0,055 dengan signifikansi 0,079. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa variabel  preferensi risiko  dalam penelitian ini dapat 
memoderasi interaksi antara tax amnesty dan preferensi risiko negatif namun tidak 
signifikan. 
 
4.4. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
4.4.1. Pengaruh Pemahaman Peratuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
 
Hipotesis pertama yang  diajukan  pada penelitian  ini  bahwa  pemahaman 
peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  
pengujian  hipotesis  pada penelitian  ini  menunjukan bahwa H1 diterima, artinya 
pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Dilihat dari tabel 4.16 menunjukkan beta positif, oleh karena itu semakin tinggi 
tingkat pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak tersebut terhadap kewajiban perpajakannya.  
Hal ini sesuai dengan penelitian Adiasa (2013) menunjukkan bahwa 
pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama 
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halnya dengan penelitian Syahril (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 
tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap  peraturan perpajakan, 
maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar  peraturan 
tersebut  sehingga  meningkatkan  tingkat  kepatuhan wajib pajak. Alasannya 
bahwa hal  tersebut  disebabkan karena wajib pajak  pada  wilayah  Kota Kudus 
rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik sehingga  dapat  
dikatakan  tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi.  
 
4.4.2. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini  kualitas pelayanan 
fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian  hipotesis  
pada penelitian ini menunjukan bahwa H2 diterima, artinya kualitas pelayanan 
fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Dilihat dari tabel 4.17 menunjukkan beta positif, oleh karena itu semakin 
tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh anggota fiskus dapat mempengaruhi 
wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajaknnya. Semakin baik kualitas 
pelayanan maka dapat mendorong wajib pajak untuk lebih antusias dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Selain itu pelayanan aparat pajak yang semakin  tinggi dapat  
meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  karena sesuai dengan teori pembelajaran  
sosial  yang  menjelaskan bahwa seseorang akan lebih taat membayar pajak  lewat  
pengamatan  dan  pengalamanlangsung  dengan  pelayanan  fiskus  jika merasa  
puas  dengan  pelayanan  yang diberikan oleh anggota fiskus. Hal ini sesuai 
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dengan penelitian Aryobimo  (2012) dan Ardyanto (2016) yang  mengungkapkan  
bahwa pengaruh persepsi  wajib  pajak  tentang  kualitas pelayanan  fiskus  
berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 
4.4.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis  ketiga  yang  diajukan  pada penelitian  ini  sanksi perpajkan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  pengujian  hipotesis  pada 
penelitian  ini  menunjukan bahwa H3 diterima, artinya sanksi perpajakan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. . Dilihat dari tabel 4.18 
menunjukkan beta positif, oleh karena itu semakin tinggi tingkat ketegasan sanksi 
yang diberikan mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya 
dalam mematuhi perpajakannya, dengan kata lain wajib pajak Kota Kudus 
memilih mematuhi kewajiban perpajakannya agar tidak mendapatkan sanksi.  
Alasannya adalah wajib  pajak  akan  patuh (karena  tekanan)  karena  
mereka  berfikir  adanya sanksi berat yang akan diterima apabila mereka tidak 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak  kepada  wajib  pajak  dapat  
menyebabkan terpenuhinya  kewajiban  perpajakan  oleh  wajib pajak  sehingga  
dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  itu  sendiri. 
Hal ini sesuai dengan penelitian Hadi  (2010) yang menyatakan bahwa  
sanksi  perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  
yang menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  yang signifikan  dan  positif  antara  
sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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4.4.4. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis  keempat yang diajukan pada penelitian  ini  adalah tax amnesty 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada 
penelitian ini menunjukan bahwa H4 diterima, artinya tax amnesty berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari tabel 4.19 menunjukkan beta positif, 
oleh karena semakin tinggi program tax amnesty maka wajib pajak senantiasa 
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, 
selain itu wajib pajak Kota Kudus memilih mengikuti tax amnesty adalah untuk 
menghindari sanksi.  
Alasannya adalah tax amnesty digunakan oleh sebagian wajib pajak yang 
memiliki jumlah harta bersih yang tidak dilaporkan pada SPT tahunan di tahun 
2015, sehingga untuk menghindari sanksi ketika ada pemeriksaan maka wajib 
pajak memilih untuk mengikuti program tax amnesty, disisi lain wajib pajak 
mengikuti tax amnesty untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Karena jika 
dibandingkan ketika membayar denda akan lebih tinggi nilainya dibandingkan 
ketika membayar uang tebusan. 
Hal ini sesuai dengan peneitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) dan 
Ngadiman & Huslin (2016) yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
4.4.5.  Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi 
Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini bahwa preferensi  
risiko memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap 
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kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian  ini  menunjukan 
bahwa H5 ditolak, artinya preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan 
antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya 
bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan adanya 
preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak untuk meningkatkan 
kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya.   
Hal ini sesuai dengan penelitian dari Adiasa (2013) dan Suntono & Kartika 
(2015) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh 
antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Alasan 
mengapa preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman 
peraturan perpajakan terhadap kualitas pelayanan fiskus karena wajib pajak yang  
diteliti cenderung menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan preferensi  
risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan  
perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.  
Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan dan mengetahui 
risiko yang akan dihadapi senantiasa tetap pada keputusan yang akan diambilnya, 
yaitu wajib pajak akan tetap melaksanakan kewajibannya tanpa memperhatikan 
risiko yang sudah diketahuinya. Berbeda dengan penelitian penelitian Alabede 
(2011) yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan formal wajib pajak dan memoderasi pengaruh pemahaman peraturan  
perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. 
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4.4.6. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Dengan Preferesi Risiko Sebagai Variabel Moderasi 
Uji hipotesis menunjukan H6 ditolak bahwa prefrensi risiko tidak dapat 
memoderasi pengaruh antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Artinya bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus yang diberikan 
kepada wajib pajak dan adanya preferensi risiko yang ada tidak mengakibatkan 
wajib pajak untuk meningkatkan kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban 
perpajakannya.   
Hal ini sesuai dengan penelitian dari Syamsudin (2014), Aryobimo (2012) 
yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh 
antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Tinggi 
rendahnya prefensi risiko tidak dapat memperkuat/memperlemah pengaruh  antara 
pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Suntono dan Kartika, 
2015). 
Prferensi risiko tidak dapat memoderasi karena wajib pajak cenderung 
mengabaikan pelayanan dari petugas fiskus ketika meraka memang tidak berniat 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, meskipun sudah mengetahui risiko-
risiko yang akan dihadapi ketika memutuskan untuk tidak patuh, terutama akan 
mendapatkan sanksi. Sesuai dengan teori atribusi wajib pajak akan mengamati  
perilaku wajib pajak lain dalam menghadapi risiko yang muncul dalam 
menjalankan kewajiban perpajakannya.  
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Berbeda dengan penelitian Aryobimo dan Cahyonowati (2012) 
menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Variabel preferensi risiko pada penelitian Aryobimo dan Cahyonowati (2012)  
berpengaruh  positif. 
 
4.4.7. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi 
Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa  
preferensi risiko memoderasi pengaruh antara sanksi perpajak terhadap kepatuhan 
wajib  pajak.  Hasil  pengujian  hipotesis  pada penelitian  ini  menunjukan  bahwa 
H7 ditolak yang artinya preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara 
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin tinggi 
sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak dan dengan adanya preferensi risiko 
tidak mengakibatkan wajib pajak untuk meningkatkan kemauannya terhadap 
kepatuhan kewajiban perpajakannya.   
Hal ini sesuai dengan penelitian dari Ardyanto (2014) dan Adiasa (2013) 
yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara  
variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Alasan dalam penelitian ini 
sanksi preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak karena bagi wajib pajak yang diteliti dalam 
melaksanakan kewajiban perpajaknnya lebih cenderung menerima risiko, jadi 
ketika wajib pajak sudah mengetahui risiko yang akan dihadapinya mereka tetap 
mengabaikan risiko yang ada dan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
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Selaian alasan tersebut adalah jika seorang wajib pajak mengetahui risiko 
yang muncul dan menghadapi risiko tersebut maka tingkat preferensi  tinggi.  Jika 
wajib pajak menerima dan membiarkan risiko terjadi maka tingkat preferensi akan 
rendah. Masalah atau risiko yang muncul merupakan persoalan bagi wajib pajak 
itu sendiri. Jadi semakin tinggi preferensi wajib pajak maka tingkat risiko menjadi 
rendah dan sebaliknya jika tingkat preferensi rendah makan tingkat risiko menjadi 
tinggi. 
Berbeda dengan penelitian dari Aryobimo dan Cahyonowati (2012) 
menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Variabel preferensi risiko pada penelitian Aryobimo dan Cahyonowati  (2012)  
berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang  sanksi 
perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.  
 
4.4.8. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan 
Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi 
Uji hipotesis menunjukan H4 diterima bahwa preferensi risiko dapat 
memoderasi pengaruh antara tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
sejalan dengan penelitian dari Rahayu (2017) dan Ragimun (2016) yang 
menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Mengenai preferensi risiko berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa 
preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh antara tax amnesty terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  
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Artinya bahwa semakin lama masa berlaku tax amnesty dan dengan 
adanya preferensi risiko yang lebih mengarah pada risiko keuangan dapat 
mengakibatkan wajib pajak semakin tinggi dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. 
Alasan preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh tax amnesty terhadap 
kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan teori prospek yang menyebutkan 
bahwa apabila wajib pajak berada dalam posisi untung maka wajib pajak itu 
cenderung untuk menghindari risiko (Subekti, 2015). Seorang wajib pajak akan 
melakukan tindakan patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya 
dapat dipengaruhi ole pertimbangan-pertibangan rasionalitas, yaitu terkait dengan 
manfaat pajak dan pengaruh dari orang lain yang mempengaruhi keputusn dalam 
keputusan dalam kepatuhan sebagai wajib pajak (Subekti,2015). Dari pernyataan 
tersebut dapat diartikan hubungan antara penelitian ini dengan teori prospek  
dimana teori prospek menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013).  
Apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib  
pajak tersebut belum tentu akan tidak membayar kewajiban pajaknya. Karena  
apabila wajib pajak itu memiliki sifat risk seeking artinya walaupun wajib pajak  
memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap 
membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat risk aversion apabila 
wajib pajak memiliki risiko yang rendah maka wajib pajak justru akan 
menghindari kewajiban pajaknya.  
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BAB V 
PENUTUP 
5.1.   Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Preferensi Risiko Sebagai 
Variabel Moderating Dalam Pengaruh Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan, 
Kualitas Pelayanan Fiskus, sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty terhadap 
Kepatuhan Wajib  Pajak di KPP Pratama Kota Kudus sebagai berikut: 
1. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak 
maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut terhadap 
kewajiban perpajakannya.  
2. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh anggota fiskus 
dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 
perpajaknnya. 
3. Semakin tinggi tingkat ketegasan sanksi yang diberikan mempengaruhi 
wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi 
perpajakannya.  
4. Semakin tinggi program tax amnesty maka wajib pajak senantiasa 
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
5. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan adanya 
preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak untuk  meningkatkan 
kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya.   
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6. Semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib 
pajak dan adanya preferensi risiko yang ada tidak mengakibatkan wajib 
pajak untuk meningkatkan kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban 
perpajakannya.  
7. Semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak dan dengan 
adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak untuk  
meningkatkan kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya.   
8. Semakin lama masa berlaku tax amnesty dan dengan adanya preferensi 
risiko yang lebih mengarah pada risiko keuangan dapat mengakibatkan 
wajib pajak semakin tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
 
5.2.  Keterbatasan 
Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Data penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan 
secara tertulis dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi 
validitas hasil.  Persepsi  responden  belum  tentu  mencerminkan  keadaan  
yang sebenarnya. 
2. Penelitian ini menggunakan masih menggunakan MRA sebagai alat 
analisis yang cenderung berlawanan dengan asumsi klasik. 
5.3.  Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis 
memberikan saran antaran lain: 
1. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bias ditambahkan dengan 
menggunakan wawancara atau interview. 
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2. Saran untuk perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan 
pendalamam materi maupun skill, atau bisa juga mengandakan seminar 
yang berhubungan dengan perpajakan. 
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis jalur untuk 
penglolahan data dan prefrensi risiko dijadikan sebagai variabel 
intervening. 
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan 
responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara 
universal. 
5. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah obyek penelitian, tidak  
hanya pada KPP Pratama Kota Kudus, sehingga didapatkan sampel yang 
lebih baik. 
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LAMPIRAN  
STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK 
100 33 52 42,08 3,987 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
100 15 30 23,52 2,393 
KUALITAS PELAYANAN 
FISKUS 
100 38 56 46,33 3,947 
SANKSI PERPAJAKAN 100 13 23 18,94 2,770 
TAX AMNESTY 100 15 29 22,21 2,455 
PREFERENSI RISIKO 100 17 39 24,90 4,650 
Valid N (listwise) 100     
 
UJI KOEFISIEN DETERMINASI 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Unstandardized 
Residual
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
b. All requested variables entered. 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,911
a
 ,830 ,828 1,651 1,773 
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a. Predictors: (Constant), Unstandardized Residual 
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 42,080 ,165  254,815 
Unstandardized Residual 1,000 ,046 ,911 21,885 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 38,52 48,79 42,08 1,643 100 
Residual -11,252 9,338 ,000 3,632 100 
Std. Predicted Value -2,168 4,086 ,000 1,000 100 
Std. Residual -3,035 2,518 ,000 ,980 100 
 
Descriptives Statistics 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK 
100 33 52 42,08 3,987 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
100 15 30 23,52 2,393 
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KUALITAS PELAYANAN 
FISKUS 
100 38 56 46,33 3,947 
SANKSI PERPAJAKAN 100 13 23 18,94 2,770 
TAX AMNESTY 100 15 29 22,21 2,455 
PREFERENSI RISIKO 100 17 39 24,90 4,650 
Valid N (listwise) 100     
 
Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,688 11 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KWP_1 38,21 13,198 ,345 ,665 
KWP_2 38,06 13,734 ,336 ,667 
KWP_3 38,06 14,057 ,355 ,666 
KWP_4 38,05 13,381 ,497 ,646 
KWP_5 38,04 12,806 ,509 ,638 
KWP_6 38,45 13,442 ,335 ,666 
KWP_7 38,38 13,147 ,429 ,651 
KWP_8 38,02 13,555 ,416 ,655 
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KWP_9 38,21 13,097 ,477 ,644 
KWP_10 38,96 14,039 ,090 ,729 
KWP_11 38,36 14,536 ,137 ,699 
 
Reliabilitas Pemahaman Peraturan Perpajakan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,647 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PPP_1 19,78 4,335 ,347 ,615 
PPP_2 19,66 4,611 ,344 ,616 
PPP_3 19,46 4,493 ,362 ,610 
PPP_4 19,49 4,252 ,288 ,643 
PPP_5 19,60 4,081 ,452 ,575 
PPP_6 19,61 3,776 ,488 ,557 
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Reliabilitas Kualitas Pelayanan Fiskus 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,826 12 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KPF_1 42,95 13,745 ,691 ,794 
KPF_2 42,96 14,968 ,594 ,806 
KPF_3 43,17 14,284 ,550 ,807 
KPF_4 43,15 14,149 ,552 ,806 
KPF_5 43,20 14,990 ,284 ,837 
KPF_6 42,95 13,745 ,691 ,794 
KPF_7 42,79 15,966 ,410 ,819 
KPF_8 42,79 15,966 ,410 ,819 
KPF_9 43,22 14,800 ,349 ,828 
KPF_10 42,66 15,378 ,469 ,814 
KPF_11 42,67 15,536 ,433 ,817 
KPF_12 42,62 15,066 ,548 ,809 
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Reliabilitas Sanksi Perpajakan 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,728 5 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
SP_1 15,09 4,709 ,613 ,629 
SP_2 15,35 4,634 ,540 ,662 
SP_3 15,37 4,579 ,579 ,643 
SP_4 14,85 5,220 ,564 ,655 
SP_5 15,10 7,081 ,137 ,775 
 
Reliabilitas Tax Amnesty 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,752 6 
 
 
Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
TA_1 19,08 4,802 ,534 ,705 
TA_2 19,04 4,746 ,601 ,683 
TA_3 18,84 5,408 ,617 ,693 
TA_4 19,30 5,707 ,298 ,769 
TA_5 18,86 5,213 ,514 ,710 
TA_6 18,78 5,628 ,443 ,729 
 
Reliabilitas Preferensi Risiko 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,790 9 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PR_1 22,52 16,777 ,592 ,753 
PR_2 22,44 16,128 ,656 ,743 
PR_3 22,39 16,079 ,621 ,747 
PR_4 21,36 19,748 ,207 ,801 
PR_5 22,01 17,949 ,467 ,771 
PR_6 22,12 16,491 ,494 ,768 
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PR_7 22,06 20,178 ,127 ,811 
PR_8 22,12 16,046 ,646 ,744 
PR_9 22,18 18,432 ,479 ,771 
 
Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan 
 PPP_5 PPP_6 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
PPP_1 Pearson Correlation ,137 ,365
**
 ,578
**
 
Sig. (2-tailed) ,175 ,000 ,000 
N 100 100 100 
PPP_2 Pearson Correlation ,052 ,241
*
 ,539
**
 
Sig. (2-tailed) ,607 ,016 ,000 
N 100 100 100 
PPP_3 Pearson Correlation ,248
*
 ,270
**
 ,564
**
 
Sig. (2-tailed) ,013 ,007 ,000 
N 100 100 100 
PPP_4 Pearson Correlation ,488
**
 ,221
*
 ,565
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,027 ,000 
N 100 100 100 
PPP_5 Pearson Correlation 1 ,377
**
 ,658
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 100 100 100 
PPP_6 Pearson Correlation ,377
**
 1 ,706
**
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Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 100 100 100 
PEMAHAMAN PERATURAN 
PERPAJAKAN 
Pearson Correlation ,658
**
 ,706
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 100 100 100 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Validitas Kualitas Pelayanan Fiskus 
Correlations 
 KPF_1 KPF_2 KPF_3 KPF_4 KPF_5 KPF_6 
KPF_1 Pearson 
Correlation 
1 ,600
**
 ,480
**
 ,375
**
 ,322
**
 1,000
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_2 Pearson 
Correlation 
,600
**
 1 ,336
**
 ,393
**
 ,159 ,600
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,000 ,115 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_3 Pearson 
Correlation 
,480
**
 ,336
**
 1 ,570
**
 ,597
**
 ,480
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
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KPF_4 Pearson 
Correlation 
,375
**
 ,393
**
 ,570
**
 1 ,314
**
 ,375
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_5 Pearson 
Correlation 
,322
**
 ,159 ,597
**
 ,314
**
 1 ,322
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,115 ,000 ,001  ,001 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_6 Pearson 
Correlation 
1,000
**
 ,600
**
 ,480
**
 ,375
**
 ,322
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001  
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_7 Pearson 
Correlation 
,256
*
 ,287
**
 ,091 ,159 ,015 ,256
*
 
Sig. (2-tailed) ,010 ,004 ,368 ,114 ,883 ,010 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_8 Pearson 
Correlation 
,256
*
 ,287
**
 ,091 ,159 ,015 ,256
*
 
Sig. (2-tailed) ,010 ,004 ,368 ,114 ,883 ,010 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_9 Pearson 
Correlation 
,275
**
 ,298
**
 ,096 ,185 ,026 ,275
**
 
Sig. (2-tailed) ,006 ,003 ,344 ,065 ,801 ,006 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_10 Pearson 
Correlation 
,225
*
 ,304
**
 ,181 ,344
**
 -,068 ,225
*
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Sig. (2-tailed) ,024 ,002 ,072 ,000 ,500 ,024 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_11 Pearson 
Correlation 
,192 ,303
**
 ,141 ,309
**
 ,024 ,192 
Sig. (2-tailed) ,056 ,002 ,162 ,002 ,816 ,056 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_12 Pearson 
Correlation 
,365
**
 ,323
**
 ,252
*
 ,379
**
 -,006 ,365
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,011 ,000 ,955 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
KUALITAS 
PELAYANAN FISKUS 
Pearson 
Correlation 
,652
**
 ,666
**
 ,638
**
 ,714
**
 ,338
**
 ,652
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
 
Correlations 
 KPF_7 KPF_8 KPF_9 KPF_10 KPF_11 KPF_12 
KPF_1 Pearson 
Correlation 
,256
*
 ,256
*
 ,275
**
 ,225
*
 ,192 ,365
**
 
Sig. (2-tailed) ,010 ,010 ,006 ,024 ,056 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_2 Pearson 
Correlation 
,287
**
 ,287
**
 ,298
**
 ,304
**
 ,303
**
 ,323
**
 
Sig. (2-tailed) ,004 ,004 ,003 ,002 ,002 ,001 
N 100 100 100 100 100 100 
113 
 
KPF_3 Pearson 
Correlation 
,091 ,091 ,096 ,181 ,141 ,252
*
 
Sig. (2-tailed) ,368 ,368 ,344 ,072 ,162 ,011 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_4 Pearson 
Correlation 
,159 ,159 ,185 ,344
**
 ,309
**
 ,379
**
 
Sig. (2-tailed) ,114 ,114 ,065 ,000 ,002 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_5 Pearson 
Correlation 
,015 ,015 ,026 -,068 ,024 -,006 
Sig. (2-tailed) ,883 ,883 ,801 ,500 ,816 ,955 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_6 Pearson 
Correlation 
,256
*
 ,256
*
 ,275
**
 ,225
*
 ,192 ,365
**
 
Sig. (2-tailed) ,010 ,010 ,006 ,024 ,056 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_7 Pearson 
Correlation 
1 1,000
**
 ,448
**
 ,170 ,122 ,211
*
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,091 ,225 ,035 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_8 Pearson 
Correlation 
1,000
**
 1 ,448
**
 ,170 ,122 ,211
*
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,091 ,225 ,035 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_9 Pearson 
Correlation 
,448
**
 ,448
**
 1 ,178 ,142 ,244
*
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,077 ,158 ,015 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_10 Pearson 
Correlation 
,170 ,170 ,178 1 ,895
**
 ,798
**
 
Sig. (2-tailed) ,091 ,091 ,077  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_11 Pearson 
Correlation 
,122 ,122 ,142 ,895
**
 1 ,693
**
 
Sig. (2-tailed) ,225 ,225 ,158 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
KPF_12 Pearson 
Correlation 
,211
*
 ,211
*
 ,244
*
 ,798
**
 ,693
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,035 ,035 ,015 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 
KUALITAS 
PELAYANAN FISKUS 
Pearson 
Correlation 
,471
**
 ,471
**
 ,582
**
 ,500
**
 ,451
**
 ,576
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
 
Validitas Sanksi Perpajakan 
Correlations 
 SP_1 SP_2 SP_3 SP_4 
SP_1 Pearson Correlation 1 ,459
**
 ,465
**
 ,506
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 
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SP_2 Pearson Correlation ,459
**
 1 ,491
**
 ,391
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 
SP_3 Pearson Correlation ,465
**
 ,491
**
 1 ,492
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 
SP_4 Pearson Correlation ,506
**
 ,391
**
 ,492
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 
SP_5 Pearson Correlation ,211
*
 ,077 ,048 ,097 
Sig. (2-tailed) ,035 ,449 ,634 ,339 
N 100 100 100 100 
SANKSI PERPAJAKAN Pearson Correlation ,785
**
 ,756
**
 ,777
**
 ,732
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 
 
Correlations 
 SP_5 
SANKSI 
PERPAJAKAN 
SP_1 Pearson Correlation ,211
*
 ,785
**
 
Sig. (2-tailed) ,035 ,000 
N 100 100 
SP_2 Pearson Correlation ,077 ,756
**
 
Sig. (2-tailed) ,449 ,000 
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N 100 100 
SP_3 Pearson Correlation ,048 ,777
**
 
Sig. (2-tailed) ,634 ,000 
N 100 100 
SP_4 Pearson Correlation ,097 ,732
**
 
Sig. (2-tailed) ,339 ,000 
N 100 100 
SP_5 Pearson Correlation 1 ,308
**
 
Sig. (2-tailed)  ,002 
N 100 100 
SANKSI PERPAJAKAN Pearson Correlation ,308
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,002  
N 100 100 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=TA_1 TA_2 TA_3 TA_4 TA_5 TA_6 TA 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
Validitas Tax Amnesty 
Correlations 
 TA_1 TA_2 TA_3 TA_4 TA_5 
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TA_1 Pearson Correlation 1 ,467
**
 ,624
**
 ,156 ,289
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,120 ,004 
N 100 100 100 100 100 
TA_2 Pearson Correlation ,467
**
 1 ,376
**
 ,421
**
 ,456
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
TA_3 Pearson Correlation ,624
**
 ,376
**
 1 ,296
**
 ,362
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,003 ,000 
N 100 100 100 100 100 
TA_4 Pearson Correlation ,156 ,421
**
 ,296
**
 1 ,148 
Sig. (2-tailed) ,120 ,000 ,003  ,140 
N 100 100 100 100 100 
TA_5 Pearson Correlation ,289
**
 ,456
**
 ,362
**
 ,148 1 
Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,140  
N 100 100 100 100 100 
TA_6 Pearson Correlation ,335
**
 ,259
**
 ,391
**
 ,049 ,547
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,009 ,000 ,628 ,000 
N 100 100 100 100 100 
TAX AMNESTY Pearson Correlation ,625
**
 ,502
**
 ,703
**
 ,485
**
 ,645
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
 
Correlations 
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 TA_6 TAX AMNESTY 
TA_1 Pearson Correlation ,335
**
 ,625
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 
N 100 100 
TA_2 Pearson Correlation ,259
**
 ,502
**
 
Sig. (2-tailed) ,009 ,000 
N 100 100 
TA_3 Pearson Correlation ,391
**
 ,703
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 100 100 
TA_4 Pearson Correlation ,049 ,485
**
 
Sig. (2-tailed) ,628 ,000 
N 100 100 
TA_5 Pearson Correlation ,547
**
 ,645
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 100 100 
TA_6 Pearson Correlation 1 ,660
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 100 100 
TAX AMNESTY Pearson Correlation ,660
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 100 100 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=PR_1 PR_2 PR_3 PR_4 PR_5 PR_6 PR_7 PR_8 PR_9 PR 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Validitas Preferensi Risiko 
Correlations 
 PR_1 PR_2 PR_3 PR_4 PR_5 
PR_1 Pearson Correlation 1 ,686
**
 ,426
**
 ,138 ,324
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,171 ,001 
N 100 100 100 100 100 
PR_2 Pearson Correlation ,686
**
 1 ,490
**
 ,080 ,511
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,429 ,000 
N 100 100 100 100 100 
PR_3 Pearson Correlation ,426
**
 ,490
**
 1 ,095 ,272
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,346 ,006 
N 100 100 100 100 100 
PR_4 Pearson Correlation ,138 ,080 ,095 1 ,212
*
 
Sig. (2-tailed) ,171 ,429 ,346  ,034 
N 100 100 100 100 100 
120 
 
PR_5 Pearson Correlation ,324
**
 ,511
**
 ,272
**
 ,212
*
 1 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,006 ,034  
N 100 100 100 100 100 
PR_6 Pearson Correlation ,377
**
 ,312
**
 ,657
**
 -,015 ,122 
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,881 ,227 
N 100 100 100 100 100 
PR_7 Pearson Correlation ,142 ,154 -,026 ,012 ,175 
Sig. (2-tailed) ,160 ,126 ,797 ,909 ,082 
N 100 100 100 100 100 
PR_8 Pearson Correlation ,355
**
 ,409
**
 ,602
**
 ,405
**
 ,263
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 
N 100 100 100 100 100 
PR_9 Pearson Correlation ,367
**
 ,489
**
 ,311
**
 ,168 ,504
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,095 ,000 
N 100 100 100 100 100 
PREFERENSI RISIKO Pearson Correlation ,705
**
 ,758
**
 ,737
**
 ,355
**
 ,592
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
 
Correlations 
 PR_6 PR_7 PR_8 PR_9 
PR_1 Pearson Correlation ,377
**
 ,142 ,355
**
 ,367
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,160 ,000 ,000 
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N 100 100 100 100 
PR_2 Pearson Correlation ,312
**
 ,154 ,409
**
 ,489
**
 
Sig. (2-tailed) ,002 ,126 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 
PR_3 Pearson Correlation ,657
**
 -,026 ,602
**
 ,311
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,797 ,000 ,002 
N 100 100 100 100 
PR_4 Pearson Correlation -,015 ,012 ,405
**
 ,168 
Sig. (2-tailed) ,881 ,909 ,000 ,095 
N 100 100 100 100 
PR_5 Pearson Correlation ,122 ,175 ,263
**
 ,504
**
 
Sig. (2-tailed) ,227 ,082 ,008 ,000 
N 100 100 100 100 
PR_6 Pearson Correlation 1 ,136 ,563
**
 ,131 
Sig. (2-tailed)  ,177 ,000 ,194 
N 100 100 100 100 
PR_7 Pearson Correlation ,136 1 ,036 ,030 
Sig. (2-tailed) ,177  ,723 ,766 
N 100 100 100 100 
PR_8 Pearson Correlation ,563
**
 ,036 1 ,377
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,723  ,000 
N 100 100 100 100 
PR_9 Pearson Correlation ,131 ,030 ,377
**
 1 
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Sig. (2-tailed) ,194 ,766 ,000  
N 100 100 100 100 
PREFERENSI RISIKO Pearson Correlation ,651
**
 ,286
**
 ,753
**
 ,586
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 
 
 
 
 
Correlations 
 PREFERENSI RISIKO 
PR_1 Pearson Correlation ,705
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
PR_2 Pearson Correlation ,758
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
PR_3 Pearson Correlation ,737
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
PR_4 Pearson Correlation ,355
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
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PR_5 Pearson Correlation ,592
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
PR_6 Pearson Correlation ,651
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
PR_7 Pearson Correlation ,286
**
 
Sig. (2-tailed) ,004 
N 100 
PR_8 Pearson Correlation ,753
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
PR_9 Pearson Correlation ,586
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
PREFERENSI RISIKO Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 100 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 
Correlations 
 KWP_1 KWP_2 KWP_3 KWP_4 KWP_5 
KWP_1 Pearson Correlation 1 ,443
**
 ,071 ,259
**
 ,219
*
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,481 ,009 ,028 
N 100 100 100 100 100 
KWP_2 Pearson Correlation ,443
**
 1 ,025 ,448
**
 ,124 
Sig. (2-tailed) ,000  ,805 ,000 ,220 
N 100 100 100 100 100 
KWP_3 Pearson Correlation ,071 ,025 1 ,298
**
 ,299
**
 
Sig. (2-tailed) ,481 ,805  ,003 ,003 
N 100 100 100 100 100 
KWP_4 Pearson Correlation ,259
**
 ,448
**
 ,298
**
 1 ,405
**
 
Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,003  ,000 
N 100 100 100 100 100 
KWP_5 Pearson Correlation ,219
*
 ,124 ,299
**
 ,405
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,028 ,220 ,003 ,000  
N 100 100 100 100 100 
KWP_6 Pearson Correlation ,297
**
 ,287
**
 ,064 ,383
**
 ,215
*
 
Sig. (2-tailed) ,003 ,004 ,527 ,000 ,032 
N 100 100 100 100 100 
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KWP_7 Pearson Correlation ,244
*
 ,322
**
 ,040 ,235
*
 ,301
**
 
Sig. (2-tailed) ,014 ,001 ,695 ,019 ,002 
N 100 100 100 100 100 
KWP_8 Pearson Correlation ,035 ,044 ,362
**
 ,156 ,422
**
 
Sig. (2-tailed) ,730 ,663 ,000 ,120 ,000 
N 100 100 100 100 100 
KWP_9 Pearson Correlation ,116 ,203
*
 ,375
**
 ,312
**
 ,369
**
 
Sig. (2-tailed) ,250 ,043 ,000 ,002 ,000 
N 100 100 100 100 100 
KWP_10 Pearson Correlation -,122 -,267
**
 ,313
**
 -,022 ,314
**
 
Sig. (2-tailed) ,227 ,007 ,002 ,830 ,001 
N 100 100 100 100 100 
KWP_11 Pearson Correlation ,303
**
 ,247
*
 -,034 ,132 -,111 
Sig. (2-tailed) ,002 ,013 ,737 ,191 ,271 
N 100 100 100 100 100 
KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK 
Pearson Correlation ,518
**
 ,483
**
 ,476
**
 ,605
**
 ,635
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
 
Correlations 
 KWP_6 KWP_7 KWP_8 KWP_9 KWP_10 
KWP_1 Pearson Correlation ,297
**
 ,244
*
 ,035 ,116 -,122 
Sig. (2-tailed) ,003 ,014 ,730 ,250 ,227 
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N 100 100 100 100 100 
KWP_2 Pearson Correlation ,287
**
 ,322
**
 ,044 ,203
*
 -,267
**
 
Sig. (2-tailed) ,004 ,001 ,663 ,043 ,007 
N 100 100 100 100 100 
KWP_3 Pearson Correlation ,064 ,040 ,362
**
 ,375
**
 ,313
**
 
Sig. (2-tailed) ,527 ,695 ,000 ,000 ,002 
N 100 100 100 100 100 
KWP_4 Pearson Correlation ,383
**
 ,235
*
 ,156 ,312
**
 -,022 
Sig. (2-tailed) ,000 ,019 ,120 ,002 ,830 
N 100 100 100 100 100 
KWP_5 Pearson Correlation ,215
*
 ,301
**
 ,422
**
 ,369
**
 ,314
**
 
Sig. (2-tailed) ,032 ,002 ,000 ,000 ,001 
N 100 100 100 100 100 
KWP_6 Pearson Correlation 1 ,313
**
 ,005 ,180 -,181 
Sig. (2-tailed)  ,002 ,964 ,073 ,071 
N 100 100 100 100 100 
KWP_7 Pearson Correlation ,313
**
 1 ,329
**
 ,169 ,008 
Sig. (2-tailed) ,002  ,001 ,094 ,938 
N 100 100 100 100 100 
KWP_8 Pearson Correlation ,005 ,329
**
 1 ,396
**
 ,483
**
 
Sig. (2-tailed) ,964 ,001  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
KWP_9 Pearson Correlation ,180 ,169 ,396
**
 1 ,274
**
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Sig. (2-tailed) ,073 ,094 ,000  ,006 
N 100 100 100 100 100 
KWP_10 Pearson Correlation -,181 ,008 ,483
**
 ,274
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,071 ,938 ,000 ,006  
N 100 100 100 100 100 
KWP_11 Pearson Correlation ,293
**
 ,254
*
 -,198
*
 ,047 -,172 
Sig. (2-tailed) ,003 ,011 ,049 ,644 ,088 
N 100 100 100 100 100 
KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK 
Pearson Correlation ,499
**
 ,570
**
 ,543
**
 ,603
**
 ,352
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
 
Correlations 
 KWP_11 
KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK 
KWP_1 Pearson Correlation ,303
**
 ,518
**
 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 
N 100 100 
KWP_2 Pearson Correlation ,247
*
 ,483
**
 
Sig. (2-tailed) ,013 ,000 
N 100 100 
KWP_3 Pearson Correlation -,034 ,476
**
 
Sig. (2-tailed) ,737 ,000 
N 100 100 
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KWP_4 Pearson Correlation ,132 ,605
**
 
Sig. (2-tailed) ,191 ,000 
N 100 100 
KWP_5 Pearson Correlation -,111 ,635
**
 
Sig. (2-tailed) ,271 ,000 
N 100 100 
KWP_6 Pearson Correlation ,293
**
 ,499
**
 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 
N 100 100 
KWP_7 Pearson Correlation ,254
*
 ,570
**
 
Sig. (2-tailed) ,011 ,000 
N 100 100 
KWP_8 Pearson Correlation -,198
*
 ,543
**
 
Sig. (2-tailed) ,049 ,000 
N 100 100 
KWP_9 Pearson Correlation ,047 ,603
**
 
Sig. (2-tailed) ,644 ,000 
N 100 100 
KWP_10 Pearson Correlation -,172 ,352
**
 
Sig. (2-tailed) ,088 ,000 
N 100 100 
KWP_11 Pearson Correlation 1 ,320
**
 
Sig. (2-tailed)  ,001 
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N 100 100 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK Pearson Correlation ,320
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,001  
N 100 100 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 
 
UJI NORMALITAS 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,63221272 
Most Extreme Differences Absolute ,048 
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Positive ,048 
Negative -,046 
Test Statistic ,048 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,489
a
 ,240 ,208 3,549 
 
a. Predictors: (Constant), TAX AMNESTY, KUALITAS PELAYANAN 
FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN 
PERPAJAKAN 
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
 
UJI HETEROSKEDASTISITAS  
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 22,556 5 4,511 ,947 ,455
b
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Residual 447,934 94 4,765   
Total 470,490 99    
 
a. Dependent Variable: ABS 
b. Predictors: (Constant), PREFERENSI RISIKO, SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS 
PELAYANAN FISKUS, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TAX AMNESTY 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2,208 3,529  -,626 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
,068 ,102 ,074 ,663 
KUALITAS PELAYANAN 
FISKUS 
,063 ,060 ,115 1,049 
SANKSI PERPAJAKAN ,007 ,086 ,009 ,079 
TAX AMNESTY -,073 ,106 -,083 -,693 
PREFERENSI RISIKO ,083 ,049 ,178 1,704 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,533 
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN ,509 
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KUALITAS PELAYANAN FISKUS ,297 
SANKSI PERPAJAKAN ,937 
TAX AMNESTY ,490 
PREFERENSI RISIKO ,092 
 
a. Dependent Variable: ABS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI MULTIKOLENIARITAS  
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,533
a
 ,284 ,212 3,539 
 
a. Predictors: (Constant), PREFERENSI RISIKO, SANKSI 
PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, PEMAHAMAN 
PERATURAN PERPAJAKAN, TAX AMNESTY, X1Z, X3Z, X4Z, X2Z 
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ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 446,433 9 49,604 3,962 ,000
b
 
Residual 1126,927 90 12,521   
Total 1573,360 99    
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2,927 30,990  -,094 
X1Z ,043 ,035 1,286 1,219 
X2Z -,015 ,022 -,923 -,660 
X3Z -,015 ,034 -,380 -,422 
X4Z -,034 ,032 -1,127 -1,047 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
-,505 ,909 -,303 -,555 
KUALITAS PELAYANAN 
FISKUS 
,453 ,592 ,448 ,764 
SANKSI PERPAJAKAN ,263 ,826 ,183 ,319 
TAX AMNESTY 1,214 ,902 ,748 1,346 
PREFERENSI RISIKO ,856 1,208 ,998 ,708 
 
Coefficients
a
 
134 
 
Model Sig. 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant) ,925   
X1Z ,226 ,007 139,782 
X2Z ,511 ,004 245,595 
X3Z ,674 ,010 101,936 
X4Z ,298 ,007 145,744 
PEMAHAMAN PERATURAN 
PERPAJAKAN 
,580 ,027 37,447 
KUALITAS PELAYANAN FISKUS ,447 ,023 43,226 
SANKSI PERPAJAKAN ,751 ,024 41,441 
TAX AMNESTY ,182 ,026 38,757 
PREFERENSI RISIKO ,481 ,004 249,620 
 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
135 
 
 
LAMPIRAN 8 
 
Uji Hipotesis Pertama 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,435
a
 ,189 ,181 3,608 
 
a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 297,710 1 297,710 22,871 ,000
b
 
Residual 1275,650 98 13,017   
Total 1573,360 99    
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25,037 3,582  6,990 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
,725 ,152 ,435 4,782 
 
Uji Hipotesis Kedua 
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Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,258
a
 ,067 ,057 3,871 
 
a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN FISKUS 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 104,982 1 104,982 7,007 ,009
b
 
Residual 1468,378 98 14,983   
Total 1573,360 99    
 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
b. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN FISKUS 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29,992 4,583  6,544 
KUALITAS PELAYANAN 
FISKUS 
,261 ,099 ,258 2,647 
 
Uji Hipotesis Ketiga 
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Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,047
a
 ,002 -,008 4,002 
 
a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3,489 1 3,489 ,218 ,642
b
 
Residual 1569,871 98 16,019   
Total 1573,360 99    
 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 40,796 2,779  14,678 ,000 
SANKSI PERPAJAKAN ,068 ,145 ,047 2,467 ,642 
 
Uji Hipotesis Keempat 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
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1 ,330
a
 ,109 ,100 3,783 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 170,913 1 170,913 11,943 ,001
b
 
Residual 1402,447 98 14,311   
Total 1573,360 99    
 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
b. Predictors: (Constant), TAX AMNESTY 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 30,192 3,461  8,725 ,000 
TAX AMNESTY ,535 ,155 ,330 3,456 ,001 
 
Uji Hipotesis Kelima 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,483
a
 ,233 ,209 3,545 
 
a. Predictors: (Constant), X1Z, PEMAHAMAN PERATURAN 
PERPAJAKAN, PREFERENSI RISIKO 
139 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 366,616 3 122,205 9,722 ,000
b
 
Residual 1206,744 96 12,570   
Total 1573,360 99    
 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
b. Predictors: (Constant), X1Z, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PREFERENSI 
RISIKO 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 34,702 16,726  2,075 
PEMAHAMAN 
PERATURAN 
PERPAJAKAN 
,133 ,709 ,080 ,187 
PREFERENSI RISIKO -,409 ,640 -,477 -,638 
X1Z ,025 ,027 ,737 ,905 
 
 
 
 
Uji Hipotesis Keenam 
Model Summary 
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Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,286
a
 ,082 ,053 3,880 
 
a. Predictors: (Constant), X2Z, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, 
PREFERENSI RISIKO 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 128,373 3 42,791 2,843 ,042
b
 
Residual 1444,987 96 15,052   
Total 1573,360 99    
 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
b. Predictors: (Constant), X2Z, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, PREFERENSI RISIKO 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 32,316 23,243  1,390 
KUALITAS PELAYANAN 
FISKUS 
,155 ,500 ,153 ,310 
PREFERENSI RISIKO -,062 ,865 -,073 -,072 
X2Z ,004 ,019 ,224 ,193 
 
Coefficients
a
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Model Sig. 
1 (Constant) ,168 
KUALITAS PELAYANAN FISKUS ,757 
PREFERENSI RISIKO ,943 
X2Z ,847 
 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
Uji Hipotesis Ketujuh 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,180
a
 ,033 ,002 3,982 
 
a. Predictors: (Constant), X3Z, SANKSI PERPAJAKAN, PREFERENSI 
RISIKO 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 51,220 3 17,073 1,077 ,363
b
 
Residual 1522,140 96 15,856   
Total 1573,360 99    
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a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
b. Predictors: (Constant), X3Z, SANKSI PERPAJAKAN, PREFERENSI RISIKO 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23,082 16,038  1,439 ,153 
SANKSI PERPAJAKAN ,843 ,846 ,586 ,997 ,321 
PREFERENSI RISIKO ,734 ,674 ,857 1,090 ,278 
X3Z -,032 ,036 -,849 -,908 ,366 
 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
Uji Hipotesis Kedelapan 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,383
a
 ,147 ,120 3,739 
 
a. Predictors: (Constant), X4Z, TAX AMNESTY, PREFERENSI RISIKO 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 230,960 3 76,987 5,506 ,002
b
 
Residual 1342,400 96 13,983   
Total 1573,360 99    
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a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
b. Predictors: (Constant), X4Z, TAX AMNESTY, PREFERENSI RISIKO 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -5,315 19,426  -,274 ,785 
TAX AMNESTY 1,985 ,844 1,223 2,353 ,021 
PREFERENSI RISIKO 1,360 ,722 1,587 1,884 ,063 
X4Z -,055 ,031 -1,848 -1,775 ,079 
 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
 
 
